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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang & Rumusannya

Kondisi geografis Indonesia yang terletak pada posisi 11° LU — 6° LS, 84°
BT - 141° BT sebagian besar adalah terdiri dari lautan, selain itu posisi negara
kita ini juga merupakan daerah lalu lintas pelayaran internasional. Salah satu
akibat dari keadaan tersebut, masalah serius yang timbul adalah terjadinya
pencemaran di laut akibat tumpahan minyak di sepanjang perairan Indonesia
yang disebabkan karena lalu lintas pelayaran kapal tanker antar benua.

Masalah yang dapat timbul dari pencemaran laut adalah cukup kompleks. Hal
tersebut disebabkan karena letak geografis dari kepulauan kita adalah berada di
antara dua benua dan dua samudra yang merupakan jalan terdekat, penghubung
alur pelayaran transportasi minyak dari negara penghasil minyak terbesar di
Timur Tengah dengan negara industri terbesar antara lain yaitu Jepang. Dalam hal
ini yang di maksud adalah kemungkinan terjadinya tumpahan minyak karena
tabrakan kapal tanker ataupun karena meningkatnya kegiatan pengeboran minyak
bumi di lepas pantai.

Pencemaran laut yang terjadi sekarang ini perlu mendapatkan penanganan
serius dari pemerintah sebelum ada korban secara masal, karenanya hal itu harus
mendapatkan perhatian lebih. ' Setiap tahunnya lebih dari 3 miliar metrik ton

minyak mencemari lautan, 1.1 miliar metrik diantaranya berasal dari kegiatan

' Roz, “Eksplorasi Laut harus Berorientasi Ekonomi Kerakyatan™ , Jawa Pos, 29 Oktober 1999, h. 18.
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tanker minyak. Tentunya masih segar diingatan kita kasus tumpahnya minyak
dari tanker Showa Maru di Selat Malaka pada tanggal 6 Januari 1975 itu.
Bagaimanapun juga kejadian tersebut merupakan pertama kalinya bagi Indonesia
mendapatkan masalah pencemaran laut sebagai akibat tumpahan sekitar 4 juta
liter minyak dari tanker yang menabrak karang tersebut. Tuntutan ganti rugi
operasional pembersihan minyak di permukaan laut sebesar US$ 15 juta telah
didapatkan pemerintah Indonesia dari pemilik tanker tetapi tuntutan pemulihan
ekologis akibat kerusakan lingkungan di daerah sekitar terjadinya tumpahan
tersebut, tidak menghasilkan ganti rugi sepeserpun dari pihak Jepang. Penyebab
utamanya adalah sampai awal tahun 1975, Indonesia tidak memiliki peraturan
yang khusus mengkaji mengenai masalah lingkungan hidup. Padahal dalam kurun
waktu yang panjang, nelayan di sekitar perairan tersebut harus menderita akibat
terjadinya pencemaran. Baru tujuh tahun kemudian yaitu pada tahun 1982,
pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, atau yang lebih di kenal
dengan UU Lingkungan Hidup.

Perkembangan terhadap peraturan yang mengatur tentang masalah
pencemaran lingkungan laut tidak berhenti sampai di sini saja, pada tahun 1986
pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986
tentang Ratifikasi terhadap International Convention on Marine Pollution Sfrom
Ship 1973 and Protocol 1978 (MARPOL 73/78), Annex I (Oil) and Annex 11
(Noxious Liquified Substance). Sejak saat itulah kemudian Indonesia mempunyai

keberanian untuk menuntut ganti rugi atas pencemaran laut. Kemudian di tahun

* Ketika Minyak Tumpah di Laut, http//: www.bapedal.go.id
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1997 yang lalu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor
23  Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).
Keberadaannya UUPLH ini kemudian menggantikan Undang-undang Nomor 4
Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup. Dan yang paling baru adalah pada tahun
1999, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Beracun Berbahaya.

Jaminan peraturan-peraturan seperti tersebut di atas merupakan kebutuhan
yang bisa di sebut sebagai kewajiban bagi Indonesia, sebagai negara yang
memiliki perairan seperti Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu
lintas pelayaran internasional. Celah di antara Indonesia dan Singapura ini, tidak
saja merupakan selat teramai kedua setelah selat Dover, selat antara Inggris dan
Perancis, tetapi juga merupakan selat paling rentan terhadap kecelakaan laut. Hal
ini tentunya harus menjadi perhatian karena banyaknya kapal yang berlayar setiap
harinya di selat Malaka tersebut, diantaranya adalah kapal-kapal tanker yang
mengangkut sekitar 300 miliar ton minyak. Tanpa pengaturan yang jelas serta
kepedulian dari berbagai pihak, kondisi ini tentu saja dapat dilihat sebagai
ancaman yang serius.

Pada tahun 1992, telah terjadi tabrakan antara kapal MT. Nagasaki Spirit dan
MV. Ocean Blessing yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada tanki muatan
no. 4P, 5P dan 6C di kapal MT. Nagasaki Spirit dan menumpahkan minyak
sebanyak + 12.000 ton di Selat Malaka. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh
pemerintah Indonesia karena peristiwa tersebut tidak mendapatkan kompensasi

pembayaran ganti rugi yang diinginkan. Atau dengan kata lain ganti rugi yang
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diberikan tidaklah sepadan dengan kerusakan yang telah ditimbulkan. Akibat dari
peristiwa tersebut, selain mengalami kerusakan lingkungan, nelayan di sekitar
perairan tempat terjadinya pencemaran juga mengalami penderitaan, hal itu
disebabkan karena kejadian tersebut mengakibatkan rusaknya ekosistem laut dan
pantai serta fasilitas produksi perikanan dan spesies lainnya. Para korban dari
pencemaran laut akibat tumpahan minyak secara umum antara lain adalah :
— nelayan yang daerah mata pencariannya tercemar oleh tumpahan minyak
— hutan bakau dan segala kehidupan didalamnya
— terumbu karang dan segala kehidupan didalamnya
— plankton
— penyu
— dugong, kerang, kepiting, dll.

Sedangkan menurut John Colombus, akibat dari pencemaran laut karena
minyak bumi dapat berupa : *
“ the spoiling of beaches and coastal amenities;
the destruction and injury of sea birds;
the falling of boats, fishing gears, piers, guays, etc;

damage to fish, sell fish and larvae; and
risk of ire in harbors and other in close waters.”

R~

Kerjasama internasional untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan
semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat
internasional atas bahaya yang ditimbulkan oleh pencemaran laut akibat

penumpahan minyak. PBB sebagai organisasi internasional telah memiliki

* John Colombus, The International Law of the Sea, 6" ed., London, 1972, h. 432, dikutip dari Syahmin
A.K., Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional, Binacipta, Bandung, 1988, h. 120.
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badan khusus untuk itu, yaitu United Nations Environment Programme (UNEP)
yang khusus menangani masalah lingkungan serta International Maritime
Organization (IMO), merupakan badan khusus PBB yang mempunyai komisi
perlindungan lingkungan laut dan mempunyai tugas untuk menangani masalah
perlindungan laut. *

Kegiatan pelayaran tanker minyak yang digunakan sebagai sarana transportasi
pengangkut minyak dari satu negara ke negara yang lain tentu saja tidak mungkin
dikurangi dengan alasan dapat menimbulkan pencemaran di laut. Negara tanpa
sumber daya minyak tentu saja harus mendapatkan minyak dari negara penghasil
minyak, dan tanker memegang peranan penting di dalam transaksi pemenuhan
kebutuhan tersebut. Karena itu, sekalipun ratusan kali laut dicemari, ratusan kali
pula tanker tetap lalu lalang dipermukaannya. Salah satu cara yang dapat
dilakukan untuk melindungi laut dari pencemaran akibat tumpahan minyak adalah
dengan membentuk undang-undang perlindungan dan pelestarian terhadap
lingkungan laut secara khusus.

Pada kenyataannya masalah tumpahnya minyak di laut karena kecelakaan
sehingga menyebabkan pencemaran laut bukan merupakan hal yang paling
penting dalam penanggulangan pencemaran pada umumnya, namun hingga saat
ini permasalahan ini belum banyak ditelaah dengan mendasarkan pada peraturan
perundang-undangan sesuai hukum nasional kita maupun hukum internasional

yang telah ada dewasa ini. Untuk itu, perlu kiranya ada pembinaan serta

* Henky M. J. Lumentah, Penanggulangan Pencemaran Minyak disampaikan pada Pelatihan
MARPOL 73/78, Penanggulangan Ganti Rugi Pencemaran Laut oleh Kapal dan Pengantar
International Safety Management (ISM) Code 1998, Surabaya, 20-24 Mei 1996.
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pengembangan lebih lanjut tentang hukum yang khusus menelaah mengenai

hukum ganti rugi terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak karena

kecelakaan kapal tanker.

Saat ini, pemerintah Indonesia telah mempunyai departemen tersendiri yang
khusus mengatur tentang eksplorasi laut. Bidang eksplorasi laut memang
memerlukan penanganan secara khusus. Selama ini pembangunan nasional lebih
berorientasi ke daratan, padahal sebagai negara maritim - negara yang banyak
lautnya dibandingkan dengan daratannya - seharusnya orientasi kehidupan bangsa
ini lebih diarahkan ke laut.

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka
permasalahan yang timbul adalah :

1. Sejauh manakah pengaturan hukum yang ada dapat menyelesaikan masalah
pencemaran laut akibat tumpahan minyak ?

2. Upaya hukum bagaimana yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan
permasalahan tuntutan ganti rugi terhadap pencemaraan di laut akibat
tumpahan minyak ?

3. Bagaimana penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap kasus tabrakan MT.
Nagasaki Spirit dengan MV. Ocean Blessing yang mengakibatkan pencemaran

laut di Selat Malaka pada tahun 1992 ?

* Hta/lie/Nur, “Eksplorasi Laut Oke, HAM Bisa Overlap”, Jawa Pos, 27 Oktober 1999, h. 3
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2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “TUNTUTAN GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT
AKIBAT TUMPAHAN MINYAK, STUDI KASUS TABRAKAN MT.
NAGASAKI SPIRIT DENGAN MV. OCEAN BLESSING DI SELAT MALAKA”.

Maksud dari pemilihan judul tersebut di atas adalah merupakan gambaran
singkat bahwa pencemaran laut yang terjadi akibat tumpahan minyak khususnya
yang berasal dari tabrakan kapal di wilayah perairan suatu negara pantai dapat
dijadikan alasan oleh negara pantai tersebut untuk mengajukan tuntutan ganti rugi
terhadap pencemaran yang terjadi. Hal itu disebabkan karena dampak yang
ditimbulkan dari pencemaran tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian.
Kerugian yang dialami oleh negara pantai yang wilayahnya tercemar oleh
tumpahan minyak tersebut antara lain dapat berupa kerugian langsung, kerugian
tidak langsung dan juga kerugian secara ekologis. Disebabkan karena kerugian
yang ditimbulkan begitu banyak, maka negara pantai yang wilayah perairannya
mengalami pencemaran karena tumpahan minyak dapat mengajukan tuntutan

ganti rugi kepada pihak pencemar.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul tersebut oleh penulis dipilih karena mampu mewakili konteks
permasalahan mengenai pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan
minyak, khususnya yang disebabkan karena tabrakan kapal.

Peristiwa tumpahnya minyak di laut dapat menyebabkan kerugian pada pihak

negara pantai yang wilayah perairannya tercemar, sehingga dalam hal ini pihak
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negara pantai tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak
pencemar. Akan tetapi, karena adanya beberapa perbedaan kepentingan antara
negara pantai yang wilayahnya tercemar dengan pihak pencemar maka ganti rugi
yang didapatkan tidaklah sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

Salah satu contoh konkret dari keadaan diatas dapat dilihat pada kejadian
tabrakan MT. Nagasaki Spirit dengan MV. Ocean Blessing di Selat Malaka pada
tahun 1992, di mana tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia
dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang ada pada waktu itu tidaklah
mendapat ganti rugi yang sesuai terhadap kerusakan yang telah ditimbulkan oleh

pencemaran tersebut.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini, selain untuk memenuhi persyaratan yang
diwajibkan sebagai calon Sarjana Hukum Universitas Airlangga, juga
dimaksudkan untuk memberikan masukan jika dikemudian hari kembali terjadi
peristiwa tabrakan kapal yang menyebabkan tumpahnya minyak di wilayah
perairan Indonesia, dengan harapan agar tuntutan ganti kerugian yang diajukan
oleh pemerintah Indonesia akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerusakan
yang ditimbulkan.

Di samping itu, tulisan ini diharapkan juga bisa memberikan sumbangan
pemikiran bagi permasalahan-permasalahan lain yang timbul di sekitar masalah

tuntutan ganti rugi terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak.
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5. Metode Penulisan
a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Maksud dari
pendekatan yuridis-normatif adalah merupakan pendekatan permasalahan yang
dilakukan dari aspek hukumnya. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah hukum
yang berlaku yaitu terutama pengaturan hukum yang berkaitan dengan masalah
lingkungan laut internasional, khususnya yang mengatur mengenai pencemaran
laut akibat tumpahan minyak.

Dalam pembahasan juga dilakukan penggabungan teori atau pendapat para
sarjana yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada serta panduan pustaka. Dari
hal-hal tersebut diharapkan pembahasan skripsi ini dapat memenuhi sasaran serta
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini adalah
meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.
Sumber bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dalam tata
hukum positif Indonesia dan juga konvensi-konvensi internasional, khususnya
yang mengatur tentang masalah pencemaran laut akibat tumpahan minyak.

Sedangkan sebagai informasi yang di olah, sumber bahan hukum sekunder
diantaranya berasal dari buku-buku literatur, bahan kuliah, surat kabar, majalah,
Jaringan internet serta tulisan-tulisan/artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan
masalah yang di bahas.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Bahan Hukum
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Untuk memperoleh sumber bahan hukum yang lengkap, pengumpulannya
dilakukan dengan dua cara. Yaitu, untuk sumber bahan hukum primer dilakukan
dengan pemilahan pasal demi pasal peraturan perundang-undangan dari hukum
positif dan juga konvensi-konvensi internasional yang khusus mengatur mengenai
pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Sedangkan untuk sumber bahan hukum
sekunder adalah dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku
literatur, bahan kuliah, surat kabar, majalah, jaringan internet serta tulisan-
tulisan/artikel ilmiah yang kemudian dikelompokkan dan di kutip seperlunya serta
di analisa sesuai dengan topik bahasan.

d. Analisis Sumber Bahan Hukum

Seluruh sumber bahan hukum yang telah terkumpul kemudian di analisa
secara deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan sumber bahan hukum primer
dan sumber bahan hukum sekunder berikut evaluasi terhadap sumber-sumber
bahan hukum tersebut yang selanjutnya akan di tarik suatu Jjawaban dengan
pemikiran logis dan terperinci serta mempertimbangkan hal-hal yang bersifat

yuridis dari permasalahan yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar sistematis dan mudah dipahami, skripsi ini terbagi dalam lima bab dan
masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab terdepan merupakan
pengantar dari bab-bab berikutnya, demikian seterusnya sehingga deskripsi ini

akan tersusun dalam satu kesatuan yang utuh.
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Bab I dalam skripsi ini memuat pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan
terhadap pembahasan pada Bab II, Bab III dan Bab IV, yang akan di bahas dengan
runut dan mendalam secara normatif. Bab I ini menguraikan tentang latar
belakang dan permasalahan yang di angkat sebagai batasan dalam pembahasan,
yaitu mengenai latar belakang timbulnya permasalahan tuntutan ganti rugi karena
terjadinya pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Untuk melengkapi kerangka
pendahuluan, dijabarkan pula tentang penjelasan judul, tujuan penulisan, metode
penulisan dan pertanggungjawaban sistematika guna lebih memperjelas terhadap
penulisan skripsi ini.

Bab II dalam skripsi ini mengambil judul “Pencemaran Laut Akibat
Tumpahan Minyak”. Pengambilan judul dalam Bab II sebagaimana tersebut di
atas dimaksudkan sebagai pedoman normatif bagi Bab III. Dalam Bab II ini
membahas secara normatif mengenai pengertian pencemaran laut serta akibat
yang dapat ditimbulkan. Di samping itu dibahas juga mengenai pengaturan hukum
terhadap pencemaran laut khususnya pencemaran laut yang diakibatkan karena
tumpahan minyak.

Di dalam Bab III, judul yang di ambil adalah “Upaya Hukum untuk
Menangani Permasalahan Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran Laut
Akibat tumpahan Minyak”. Bab III ini juga dimaksudkan sebagai salah satu
alternatif yang bisa di tempuh apabila kembali terjadi pencemaran laut yang

diakibatkan karena tumpahan minyak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Sedangkan dalam Bab IV skripsi ini, akan membahas mengenai kasus
tabrakan MT. Nagasaki Spirit dengan MV. Ocean Blessing di Selat Malaka
(Tahun 1992). Analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana
penanganan terhadap masalah tabrakan tersebut terutama yang berkaitan dengan
pengajuan klaim ganti rugi. Selain itu di bahas pula mengenai kerugian yang
ditimbulkan serta relevansi dari ketentuan hukum sehubungan dengan pengajuan
tuntutan ganti rugi karena tabrakan tersebut.

Sebagai akhir dari penulisan ini, dalam Bab V akan di tarik kesimpulan yang
merupakan kristalisasi dari pembahasan pada Bab II, Bab III serta analisa kasus
pada Bab IV, dengan harapan akan diketahui secara jelas arah pembahasan dari
skripsi ini. Selain itu disampaikan juga masukan serta realisasi pemikiran bagi
pembangunan tata hukum nasional khususnya di bidang hukum internasional agar

lebih efektif, efisien dan optimal dalam mengatur segala aktifitasnya.
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BABII

PENCEMARAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK

1. Pengertian Pencemaran Laut dan Bentuk-Bentuknya

Di lihat secara biologis, kehidupan di laut terjalin dalam berbagai jaringan
makanan yang saling berkaitan (interrelated food webs) yang kesemuanya pada
analisis terakhir bergantung pada keadaan kimiawi dan fisik lingkungan laut.
Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa : °

Pada umumnya organisme-organisme laut terlindung dari perubahan-
perubahan mendadak selama pertumbuhannya oleh sifat kimiawi dan fisik
lingkungan laut dan air asinnya. Karenanya, ekosistem laut sangat peka
terhadap akibat pencemaran. Apabila terjadi pencemaran maka jaring-jaring
makanan yang stabil dan kompleks yang meliputi beraneka jenis binatang laut
akan cenderung berubah menjadi jaring-jaring makanan yang tidak stabil dan
miskin yang mengandung kehidupan laut yang lebih kecil.
Jadi keseimbangan ekologi dapat terganggu dengan berbagai macam cara, salah
satunya adalah dengan masuknya zat-zat pencemar yang dapat meracuni
kehidupan binatang dan tumbuhan yang hidup di laut, dan hal itu merupakan salah
satu dari beberapa penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut.

Ada beberapa pengertian yang tentang pencemaran laut, diantaranya adalah
menurut OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development),
yaitu ;

the introduction by men, directly or indirectly, of subtances or energy into the
environment, resulting in deleterious effects of such a nature as to endanger

human health, harm living resources and ecosystem and impair or interfere
with amenities and other legitimate uses of the environment

* Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, Bandung, 1978, h. 178
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Di samping itu, terdapat pula pengertian lain tentang pencemaran laut yang
dirumuskan oleh GESAMP (Group of Expert on Scientific Aspects of Marine
Pollution) yaitu :
the introduction by men, directly or indirectly, of subtances or energy into the
marine environtment (including estuaries), resulting in such deleterious effects
: harm to living resources, hazard to human health, hindrance to marine
activity, including fishing, impairment of quality for use of sea waters and
reduction of amenities
Sedangkan pengertian pencemaran lingkungan laut menurut ketentuan pasal 1
ayat (4) UNCLOS 1982 adalah dimasukkannya oleh manusia, secara langsung
atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk pula,
yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa
seperti kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi keselamatan
manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan
dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan
pengurangan kenyamanan. Dari ketiga pengertian mengenai pencemaran laut
secara umum di atas, Mochtar Kusumaatmadja kemudian memberikan pengertian
mengenai pencemaran laut dengan batasan-batasan tertentu. Pencemaran laut
menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah :
terjadinya perubahan pada lingkungan laut yang terjadi sebagai akibat
dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun tidak langsung bahan-
bahan atau energi ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang
menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian
bagi kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap
kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain, penggunaan laut yang wajar,

pemburukkan dari kualitas air laut dan menurunnya Kkualitas tempat
pemukiman dan rekreasi. ®

6

Mochtar Kusumaatmadja, Pencemaran Laut dan Pengaturan Hukumnya, Universitas
Padjadjaran, Bandung, 1977, h. 5, Ibid, h. 16
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Dengan memperhatikan beberapa pengertian mengenai pencemaran laut
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran laut
adalah menurunnya kualitas air laut karena aktifitas manusia yang disengaja
maupun tidak dengan memasukkan zat-zat pencemar dalam jumlah tertentu ke
dalam lingkungan laut sehingga menimbulkan dampak negatif bagi sumber daya
alam di laut, kesehatan manusia, aktifitas manusia di laut serta kelangsungan
hidup sumber daya hayati laut.

Pencemaran laut pada umumnya diakibatkan oleh masuknya zat-zat pencemar
dari lautan sendiri atau yang berasal dari darat. Yang bersumber dari laut itu
sendiri bisa berasal dari kapal yang berupa buangan minyak rutin ataupun yang
berasal dari pembersihan tanker dan kebocoran kapal. Hal tersebut mungkin pula
terjadi bila ada kecelakaan kapal yang berupa pecahnya kapal, kapal kandas atau
tabrakan kapal. Hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran laut

yang penyebabnya bersumber dari laut sendiri adalah adanya instalasi minyak di

lepas pantai, yang dapat mengalami kebocoran ataupun kerusakan. Sedangkan
bentuk pencemaran yang terjadi karena sumber pencemarnya dari darat adalah
bisa berupa pencemaran laut melalui udara, dumping, atau pencemaran laut yang
disebabkan karena air buangan sungai maupun air buangan industri. Menurut
GESAMP, zat-zat yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran laut antara

lain adalah : ’

7 Juajir Sumardi, Hukum Pencemaran Laut Transnasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
h. 16
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1. Halogenated hydrocarbons termasuk PCBs (Polychlorinated Bipheyls) dan
pestisida termasuk DDT;
- Minyak bumi dan bahan-bahan yang dibuat dari minyak bumi (derivatives);
. Zat kimia organik misalnya biotoksin laut (marine biotoxine), deterjen
(detergents);
4. Pupuk buatan (kimia) maupun alami termasuk yang terdapat dalam kotoran
dan yang berasal dari bahan pertanian;
5. Zat kimia anorganik terutama logam berat misalnya merkuri dan timah
hitam (lead);
6. Benda-benda padat (sampah) baik yang organik maupun anorganik
7. Zat-zat radioaktif; dan
8. Buangan (air) panas (thermal waste).

W N

Dari zat-zat pencemar di atas, minyak bumi merupakan zat yang paling sering
menyebabkan terjadinya pencemaran laut. Dalam daftar limbah B-3 (Bahan
Beracun Berbahaya), minyak bumi termasuk dalam daftar limbah B-3 dari sumber
yang spesifik, dengan kode limbah D-220 dan D-221.% Hal tersebut dapat di lihat
pada kasus terjadinya kecelakaan kapal tanker yang selalu menyebabkan
terjadinya kerugian cukup besar terhadap lingkungan laut serta segala sumber
kekayaan alam yang ada didalamnya, juga terhadap aktivitas manusia di laut.
Bentuk-bentuk  pencemaran laut dapat dibedakan berdasarkan sumber
pencemarannya serta berdasarkan sebab terjadinya pencemaran tersebut. Bentuk
pencemaran laut berdasarkan sumber pencemarnya menurut ketentuan pasal 192
UNCLOS 1982 antara lain adalah :

1. Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal dari darat,

yaitu merupakan pencemaran laut yang terjadi melalui aliran sungai di mana

8 Buletin Informasi, ICEL-Environment Law Alliance Worldwide (E-Law), Jakarta, No.
03/1993
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zat pencemarnya berasal dari daratan yang menjadi kedaulatan nasional suatu
negara.

Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat pencemar yang bersumber dari
kapal laut.

Pencemaran laut yang disebabkan oleh dumping atau limbah buangan.
Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat yang bersumber dari kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi dasar laut serta tanah dibawahnya.

Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat pencemar yang bersumber dari

udara.

Sedangkan bentuk pencemaran laut yang didasarkan pada sebab terjadinya

pencemaran dapat dikategorikan sebagai berikut :

1.

2.

Pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan atau operasional.

Pencemaran laut yang disebabkan oleh kecelakaan (accidental pollution).
Pencemaran laut yang disebabkan karena limbah buangan (pollution from
waste disposal).

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran laut salah

satunya adalah lingkungan laut alami, yang dalam hal ini lebih difokuskan pada

kondisi perairan laut di kawasan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka. Dengan

sifat biota dan iklim yang berbeda dengan daerah lain, lingkungan laut Indonesia

yang terbentang pada garis khatulistiwa pada titik koordinat 84° T dan 141° T

serta 6° U dan 11° S ini mempunyai karakter fisik yang unik yaitu dengan dasar

laut yang dangkal dan sempit pada perairan Indonesia bagian barat namun

perairan tersebut merupakan jalur pelayaran internasional paling ramai dan padat.
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Perairan di sekitar Selat Malaka mengandung sifat campuran air pasang surut
(mixed tidal regime) yang dipengaruhi oleh titik ketinggian air pasang (high tides)
dan dua kali titik terendah air surut (low waters) pada setiap hari. Keempat titik
rendah dan tinggi tersebut tidak sama ketinggian dan kerendahannya. Hal tersebut
menyebabkan pada bulan Desember hingga Februari angin bertiup dari pasang
surut dapat mencapai ketinggian rata-rata sekitar 2.53 m dan 2.92 m pada puncak
masing-masing (peak). Berdasarkan pola pasang surut di atas maka dapat
dilakukan pengkajian musim transisi dengan segala akibatnya. Sifat gelombang
yang dominan dari Selat Malaka terjadi sekitar 8 hingga 9 jam setiap hari yang
dipengaruhi oleh arus barat. Lamanya berlangsung setiap arus di atas dipengaruhi
pula oleh angin musim yang dapat terjadi pada setiap kurun waktu tertentu. Selain
itu kecepatan arus tertinggi pada waktu arus mengalir dari arah timur. Hampir
sekitar 75% dari arus timur lebih kuat dari pada arus barat. Namun demikian,
bukanlah hal yang mudah untuk meramalkan sifat pasang surut dan keadaan
gelombang di perairan sekitar Selat Malaka.’

Apabila terjadi pencemaran laut oleh minyak di perairan Indonesia, maka
sifat dan pengaruh pencemaran tersebut sangat dipengaruhi oleh pola arus serta
keadaan pasang surut. Ini berarti bahwa keseluruhan pengaruh setiap tumpahan
minyak ke laut tidak saja akan berbeda sesuai dengan jenis minyaknya (type of
oil), tetapi dipengaruhi pula oleh pola arus dan keadaan pasang surut, proses iklim
dan kondisi alam, curah hujan terhadap salinitas air laut serta sedimentasi oleh

banjir dari sungai. Gabungan dari keseluruhan faktor tersebut di atas adalah

® Daud M. Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan

Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, h. 185
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merupakan hal yang perlu mendapat perhatian lebih sebab nantinya akan banyak
berpengaruh terhadap terjadinya penyebaran tumpahan minyak. Jumlah
keseluruhan pengaruh pada proses interaksi dari zat pencemar dengan lingkungan
laut akan mempengaruhi proses penguapan (evaporation), penyebaran dan
gerakan pada permukaan laut, tingkat kelarutan, terjadinya senyawa baru, emulsi,
oksidasi, degradasi biologis dan pengendapan dalam sedimen dasar laut. Sifat
penyebaran zat pencemar minyak bumi sejak terjadinya tumpahan hingga
mencapai dasar laut, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di selat
Malaka, adalah : '°

l. Tumpahan minyak dengan cepat menyebar berdasarkan suatu hukum
gravitasi dan daya kimia fisik pada permukaan laut.

2. Tingkat kecepatan dan luas penyebaran ditentukan oleh beberapa faktor
seperti angin, sifat lautnya yang meliputi gelombang, arus, temperatur serta
tipenya, berat jenis dan kekentalan (viscositas) minyak yang tumpah

3. Proses penguapan dan emulsi dipengaruhi pula oleh sifat penyebaran (luas
permukaan yang tercemar).

Hal-hal yang paling berpengaruh terhadap penyebaran minyak di air adalah
pengaruh angin dan arus serta pengaruh proses alam. Pada saat minyak tumpah
dipermukaan , minyak akan membentuk lensa yang tebalnya tergantung dari jenis
minyak, sedangkan kecepatan penyebaran minyak tergantung pada suhu udara dan
laut, angin dan arus laut serta jenis minyak.

Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran laut adalah
karena adanya kegiatan angkutan minyak lepas pantai. Hal tersebut dapat di lihat

dari semakin meningkatnya kegiatan angkutan laut terutama tanker seiring dengan

perkembangan tingkat eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai. Bagi

19 Ibid, h. 190.
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Indonesia, kegiatan angkutan laut tersebut merupakan permasalahan yang harus
mendapat perhatian lebih, mengingat kondisi perairan Indonesia merupakan salah
satu jalur lalu lintas pelayaran Internasional, yaitu Selat Malaka, Selat Lombok
dan Selat Makasar.

Tabel 1 di bawah ini akan menunjukkan kepadatan arus lalu lintas pelayaran
kapal yang melintasi Selat Malaka dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1993.
Selama kurun waktu tersebut jumlah lalu lintas pelayaran kapal yang melewati
Selat Malaka berkembang dari 43.600 di tahun 1982 menjadi  100.000,
perkembangannya adalah sebesar 29%.

Table 1. Shipping Traffic Through the Malacca Straits, 1982 — 1993 !!

—— X 43’633 rakix ki Feas . -
1983 43,748 120 0.0
1984 41,982 115 -34
1985 43,837 120 43
1986 48,866 134 11.7
1987 51,072 140 4.5
1988 53,826 148 4.8
1989 58,924 161 9.5
1990 72,416 198 23.0
1991 84,414 231 16.7
1992 91,826 252 9.1
1993 99,888 274 12.7

Source : Lee, W. B. (1994)

! Chia Lin Sien, Policy Paper 33 Marine Carriage of Petroleum with Special Reference to
Northeast Asia, University of California Institute on Global Conflict and Cooperation, 1998, h. 9
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Dalam hal ini terjadi peningkatan angkutan internasional yang terus berkembang,
termasuk juga angkutan minyak dengan tanker. Setiap harinya sekitar 100 sampai
dengan 150 kapal tanker melintasi Selat Malaka dan Selat Sunda sedangkan
sebagian lagi yaitu tanker ukuran besar yaitu Very Large Crude Carrier (VLCC)
dan Ultra Large Crude Carrier (ULCC) yang melintasi Selat Makasar. 2

Hal-hal yang telah diuraikan di atas, dikemukakan berdasarkan pemikiran
bahwa di masa yang akan datang manusia akan lebih banyak bergantung pada
sumber-sumber daya hayati dari laut dan keadaan tersebut akan menimbulkan
konsekuensi bahwa seiring dengan perkembangan zaman maka hal itu akan
memperbesar bahaya pencemaran laut oleh minyak bumi yang merupakan salah

satu bentuk pencemaran yang berbahaya.

2. Akibat vang Ditimbulkan oleh Pencemaran Laut karena Tumpahan

Minyak

Seperti telah dikemukakan pada sub bab terdahulu, akibat pencemaran laut
karena tumpahan minyak dapat bersumber dari berbagai hal. Azas pencemaran
laut karena tumpahan minyak sebagai akibat perbuatan manusia adalah sebanding
dengan jumlah hydrocarbon yang masuk ke lautan sebagai akibat peristiwa alami
dan pembusukan binatang."* Untuk perairan-perairan tertentu yang merupakan
alur pelayaran kapal-kapal dan tanker-tanker, laut menjadi tempat pembuangan

minyak rutin, selain itu terdapat pula tumpahan minyak akibat kecelakaan tanker

2 M. Daud Silalahi, Op. Cit., h. 91
13 Komar Kantaatmadja, Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut, Alumni,
Bandung, 1981, h. 26
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atau kecelakaan pada instalasi penggalian lepas pantai. Hal-hal tersebut di atas

nantinya akan menambah konsentrasi hydrocarbon yang masuk ke laut.

Akibat tumpahan minyak di laut adalah sangat berbahaya, hal tersebut
disebabkan karena laju pergerakan minyak tersebut dapat menjalar secara cepat
maupun secara lambat. Pergerakan minyak secara cepat dapat terjadi melalui : 4

1) spreading and movement
2) evaporation and solution
3) emulsification, dispersion, sedimentation
4) direct sea-air exchange
sedangkan menjalar secara lambat melalui :
1) microbial modification
2) organism uptake and diversification
3) chemical modification

Imbas dari terjadinya tumpahan minyak di laut akan dapat menimbulkan
kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian langsung, kerugian tidak
langsung dan kerugian ekologis. Kerugian langsung merupakan kerugian yang
akibatnya tampak dengan segera setelah tumpahan minyak tersebut terjadi.
Kerugian-kerugian tersebut antara lain :

1. Di bidang pariwisata, pencemaran mengakibatkan terganggunya aktivitas
rekreasi pantai, di antaranya adalah aktivitas boating, ski air, berenang, diving,
fishing serta aktivitas-aktivitas lainnya.

2. Di bidang perikanan (commercial fishing) akan menyebabkan berkurang atau

bahkan hilangnya penghasilan para nelayan karena tempat di mana mereka

menangkap dan mengail ikan telah tercemar oleh minyak dan hal itu

' Ibid, h. 27
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menyebabkan matinya ikan, kerang-kerang laut, kepiting, ikan hias, karang
laut dan lain sebagainya.

3. Terjadi gangguan terhadap usaha pembiakan ikan air laut dan pembudidayaan
sumber hayati laut seperti rumput laut, berbagai ganggang, peternakan kerang,
udang dan lain sebagainya.

4. Matinya burung-burung laut, terutama camar laut dan sebangsa bebek yang
mempunyai kebiasaan menyelam untuk mencari ikan.

5. Matinya binatang-binatang laut lainnya seperti elephant seal, singa laut (sea
lion), otter dan lain sebagainya.

Selain akibat yang timbul seketika, pencemaran laut karena tumpahan minyak

juga dapat menimbulkan kerusakan tidak langsung dan kerusakan ekologis.

Dalam menelaah akibat kerusakan tidak langsung dan kerusakan ekologis dari

tumpahan minyak di laut, yang pertama kali perlu dipahami adalah bahwa minyak

bumi mempunyai sifat “biological oxygen demand” (BOD) yang besar sekali.

Oleh sebab itu maka perairan yang dicemari tumpahan minyak akan mengalami

penurunan kadar oksigen (dissolved oxygen concentration), padahal oksigen

merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan laut (high order marine
life). Minyak bumi memang dapat dipecahkan (dilarutkan) oleh mikroba laut,
tetapi kadar kemampuan pemecahannya adalah berlainan menurut bentuk dan
jumlah mikroorganisme itu sendiri, di samping tergantung pula pada temperatur,
arus, salinitas, corak dasar laut dan hal-hal lainnya. Kerugian ekologis merupakan
kerugian yang memerlukan waktu yang lama untuk pemulihannya. Karena dalam

hal ini lingkungan laut yang tercemar oleh tumpahan minyak akan mengalami
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kerugian ekologis jangka panjang atau yang biasa di sebut “long term ecological
effects of acute exposure to the polluting oil and chemical residues of the area”.
Akibat lainnya adalah menghilangnya ikan dari daerah di mana tumpahan minyak
tersebut terjadi. Akhirnya perlu diingat bahwa akibat hydrocarbon yang stabil
lepas dari strukturnya, bila hydrocarbon tersebut dimasukkan ke dalam suatu
organisme laut tertentu maka hydrocarbon akan mampu untuk melampaui
berbagai tahapan dari rantai makanan laut (marine food-chain) tanpa mengalami
perubahan, bahkan dalam banyak hal organisme laut tersebut akan mengalami
kumulasi konsentrasi hydrocarbon yang lebih tinggi. Karena sifat stabilitas inilah
diperlukan analisa terhadap adanya hydrocarbon dalam organisme laut sehingga
dapat diketahui sampai sejauh mana akibat yang ditimbulkan oleh tumpahan

minyak tersebut terhadap organisme laut. '°

3. Penanggulangan Pencemaran Laut yang Di Akibatkan oleh Tumpahan
Minyak
Tindakan pemerintah dalam menghadapi permasalahan pencemaran laut
akibat tumpahan minyak ini pada umumnya dituangkan dalam dua bentuk
tindakan nyata yaitu :
- Tindakan preventif
Merupakan tindakan antisipasi yang dilakukan pemerintah sebelum terjadinya
peristiwa pencemaran tersebut. Tindakan preventif ini salah satunya dapat

berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur

'S Ibid, h. 30
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masalah pencemaran laut akibat tumpahan minyak dengan segala
konsekuensinya.

- Tindakan represif
Merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah setelah terjadinya peristiwa
pencemaran tersebut. Tindakan tersebut dapat berupa penanggulangan
pencemaran serta pengajuan tuntutan ganti rugi terhadap negara pencemar.
Pendekatan yang dilakukan dalam usaha pencegahan terjadinya pencemaran

laut karena tumpahan minyak dalam sub bab ini adalah lebih ditekankan pada i

metode pendekatan hukum sebagai bagian dari perangkat hukum yang ada. Hal

tersebut dapat di lihat bahwa untuk melakukan tindakan antisipasi atas terjadinya

pencemaran laut karena tumpahan minyak khususnya di Selat Malaka

memerlukan perangkat yang memiliki daya dukung memadai terhadap lingkungan

laut.
Sedangkan terhadap permasalahan penanggulangan pencemaran laut akibat

tumpahan minyak adalah dapat dilakukan dari segi hukum maupun dari segi fisik.

Mengenai upaya penanggulangan secara fisik menurut Wardley-Smith, “only five

feasible methods of dealing with the problem have been found and these have all

been tested at one time or another : '°

1. destroying oil by burning

2. absorbing the oil with some material that can be removed

3. rendering the oil in-offensive to beach users by cloaking or sealing it

4. removing the oil either as oil or mixed with the contaminated beach
material

5. dispersing the oil by chemical or solvent treatment and washing into the
sea.

16 Komar Kantaatmadja, Op. Cit., h. 37.
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Penanggulangan secara fisik terhadap pencemaran laut karena tumpahan minyak
yang paling sering dipergunakan adalah dengan menggunakan dispersant.
Dispersant ini adalah suatu larutan kimia aktif yang komposisinya merupakan
perpaduan antara air dan minyak dan apabila diaplikasikan pada tumpahan
minyak di laut maka akan mengakibatkan berkurangnya tegangan permukaan
pada campuran minyak dengan dispersant tersebut. Cara kerja dispersant ini
adalah mengubah molekul minyak tersebut menjadi butiran-butiran kecil sehingga
butiran minyak tersebut akan tetap tinggal di dalam air karena kecepatan
penyebarannya menjadi rendah. Efektivitas daripada penggunaan dispersant ini
sangat dipengaruhi oleh kekentalan (viscositas) minyak. !’

Lalu lintas pelayaran kapal-kapal tanker pengangkut minyak dapat
menimbulkan bahaya pencemaran laut akibat minyak yang pada umumnya terjadi
karena peristiwa tabrakan, kandas, pemindahan muatan minyak atau pengisian
bahan bakar. Tindakan penanggulangan tumpahan minyak pada umumnya
dilakukan oleh suatu badan darurat yang dalam praktek terdiri dari badan darurat
internasional dan badan darurat nasional. Tujuan keberadaan badan ini adalah
demi untuk menjamin agar penanggulangan tersebut dapat berjalan dengan lancar,
cepat dan efektif sehingga tumpahan minyak tersebut dapat segera dibersihkan.

Sedangkan penanggulangan pencemaran laut karena tumpahan minyak secara

hukum adalah lebih difokuskan pada dua permasalahan pokok, yaitu :

'” International Petroleum Industry Environmental Conservation Association, IPIECA Report
Series-Dispersants and Their Role in Oil Spill Response, Volume five, London, 1993, p. 4 - 5.
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1. apabila tumpahan minyak terjadi di laut wilayah dari negara pantai

2. apabila tempat terjadinya tumpahan minyak adalah laut bebas

Apabila kapal yang melakukan pencemaran adalah kapal dengan bendera negara
pantai itu sendiri maka hal itu tidaklah menjadi masalah karena negara pantai
tersebut tentunya telah memiliki peraturan perundang-undangan yang berwenang
untuk mengatur pencemaran tersebut. Masalah tersebut baru timbul bila kapal
yang mengakibatkan pencemaran tersebut adalah kapal dengan bendera negara
lain terhadap pencemaran oleh kapal asing. Dalam wilayah suatu negara, negara
pantai mempunyai kewenangan untuk menangkap dan mengusut  pelaku
pencemaran, tetapi terlebih dahulu harus memberitahukan kepada pejabat
konsuler negara yang menyebabkan pencemaran sesuai dengan kebiasaan
internasional yang berlaku. Konsekuensi tersebut menimbulkan konsekuensi bagi
negara pantai yang wilayahnya tercemar oleh tumpahan minyak dapat
memaksakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasionalnya kepada
kapal asing yang melakukan pencemaran tersebut. Atau dengan kata lain negara
pantai yang wilayah perairannya tercemar oleh tumpahan minyak dari kapal asing
dapat meminta pertanggungjawaban kepada negara bendera kapal khususnya
kepada pemilik kapal sesuai dengan peraturan nasionalnya dan peraturan-

peraturan internasional yang ada.

4. Pengaturan Hukum terhadap Pencemaran Laut akibat Tumpahan

Minyak
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Penanganan terhadap masalah pencemaran laut akibat tumpahan minyak pada

intinya adalah mempersoalkan kualitas lingkungan laut yang tetap dapat

dipertahankan agar aktifitas lingkungan laut tidak terganggu. Upaya yang dapat

dilakukan untuk mempertahankan lingkungan laut tersebut adalah dengan

membuat pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai lingkungan laut

tersebut. Sesuai dengan luas jangkauannya, pengaturan tentang masalah

pencemaran laut karena tumpahan minyak dapat di bedakan menjadi tiga, yaitu :

1.

Pengaturan hukum yang bersifat nasional dan hanya berlaku pada wilayah

suatu negara tertentu

2. Pengaturan yang bersifat global, dalam hal ini berlakunya peraturan tersebut

3.

adalah secara internasional

Pengaturan yang terbentuk karena adanya kerjasama regional

Pembahasan mengenai pengaturan hukum terhadap pencemaran laut pada sub bab

ini lebih dikhususkan pada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai

pencemaran laut karena tumpahan minyak.

Pengaturan Hukum yang Bersifat Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1978 tentang
Pengesahan International Convention on Civil Liability for Oil Pollution
Damage (CLC). (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun
1978)

Konvensi ini merupakan keseragaman aturan dan prosedur terhadap

masalah pertanggungjawaban dan kompensasi terhadap kerugian yang
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Bab XII konvensi ini mengatur mengenai masalah perlindungan dan
pelestarian lingkungan laut. Di dalamnya berisi ketentuan mengenai rencana
darurat (contingency plan) bagi pencemaran laut, kerjasama global, regional
dan bantuan teknis.

* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tahun 1986 tentang
Pengesahan International Convention for The Prevention of Oil Pollution
from Ships 1973 beserta protocol (The protocol of 1978 relating to The
International Convention for The Prevention of Oil Pollution Marine from
Ships, 1973). (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1986).

Konvensi ini berisi ketentuan-ketentuan yang khusus mengatur tentang
pencegahan pencemaran laut yang bersumber dari kapal.

* Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1992 tentang
Pelayaran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 tahun 1992).

Undang-undang ini khusus mengatur mengenai ketentuan-ketentuan
mengenai pelayaran, tetapi didalamnya terdapat juga ketentuan mengenai
pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut yang bersumber dari kapal,
termasuk juga tentang prosedur ganti rugi pencemaran serta penegakan
hukumnya.

* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 68 tahun 1997).
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Undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan
sebagai referensi dalam rangka penyusunan sistem pencegahan dan
penanggulangan pencemaran pada umumnya.

Selain  pengaturan-pengaturan  hukum  yang  berkaitan  dengan
penanggulangan tumpahan minyak di atas, ada dua konvensi lagi yang masih
dalam proses ratifikasi yaitu, International Convention Relating to Intervention
on The High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties INTERVENTION) 1969
dan International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and
Cooperation (OPRC) 1990. '8
Pengaturan Hukum yang Bersifat Global (Internasional)
= International Convention for The Prevention of Pollution of The Sea by Oil,

1954

Konvensi ini merupakan konvensi terpenting serta besar artinya dalam
mengatur permasalahan pencemaran laut akibat minyak, mulai berlakunya
konvensi ini adalah pada tahun 1958. Ketentuan-ketentuan yang di atur dalam
konvensi ini adalah tentang pembuangan minyak dan campuran-campuran
tertentu di laut lepas pantai dan beberapa pengecualiannya.

Konvensi ini telah mengalami perubahan serta penambahan beberapa hal
penting yang dituangkan dalam bentuk Amendemen tahun 1962, Amandemen
tahun 1967, Amandemen tahun 1969 serta Amandemen 1971.

=  Geneva Convention on The High Seas, 1958

18 Henky M. J. Lumentah, Op. Cit., h. 5

SKRIPSI TUNTUTAN GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT... YULI BERLIANTIN



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TUNTUTAN GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT... YULI BERLIANTIN



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 3

Bagian terpenting dalam konvensi ini adalah mengenai pengaturan
bahwa terhadap permasalahan pencemaran laut karena minyak, setiap negara
mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan-peraturan dalam hal
mencegah terjadinya pencemaran laut karena tumpahan minyak terutama
yang berasal dari kapal. Pasal 24 konvensi ini menegaskan bahwa
pembentukan peraturan-peraturan tersebut harus tetap memperhatikan
ketentuan-ketentuan dari konvensi yang berlaku.

* International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969

(CLC Convention-Brussel 1969)

Konvensi ini berkaitan dengan pembatasan tanggung jawab jika terjadi
tumpahan minyak atau dengan kata lain konvensi ini mengatur tentang ganti
rugi pencemaran laut akibat tumpahan minyak.

Konvensi ini berlaku terhadap :

1. kapal yang mengangkut minyak dalam bulk sebagai cargo;

2. minyak yang di angkut adalah termasuk kategori “persistant oil” seperti
crude oil, lubricating oil dan whale oil, baik yang di angkut sebagai
“cargo” atau sebagai “bunker”.

Dengan adanya konvensi ini maka kapal yang mengangkut lebih dari
2.000 ton minyak dalam bulk sebagai cargo diharuskan untuk menutup
asuransi atau jaminan keuangan lainnya harus dituangkan dalam bentuk
sertifikat yang harus selalu di bawa kemanapun kapal tersebut berlayar.

* International Convention Relating to Intervention on The High Seas in case of

Oil Pollution Casualties, 1969
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Konvensi ini memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk
mengambil langkah-langkah pengamanan apabila terjadi pencemaran laut
yang diakibatkan oleh tumpahan minyak.

International Convention on The Establishment of an International Fund for
Compensation of Oil Pollution Damage, 1971 (IOPC-Fund 1971)

Tujuan utama dari konvensi ini adalah mempersiapkan tambahan
kompensasi klaim yang tidak dapat dipenuhi oleh Civil Liability Convention
akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh pencemaran minyak dan untuk
membayar kembali sesuai pertanggungjawaban dari pemilik kapal terhadap
konvensi tersebut. Dengan kata lain bahwa konvensi ini akan menyediakan
pembayaran ganti rugi kepada korban dan di lain pihak akan membebaskan
pemilik kapal dari beban keuangan yang diakibatkan oleh ketentuan “Civil
Liability Convention 1969

Di samping CLC Convention - 1969 dan IOPC - Fund 1971, terdapat
pula perjanjian industri dari pihak swasta yang juga akan memberikan ganti
kerugian terhadap korban pencemaran laut akibat tumpahan minyak.
Perjanjian tersebut adalah "Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning
Liability for Oil Pollution (TOVALOP) ” dan “Contract Regarding Interim
Supplement Tanker Liability for Oil Pollution (CRISTAL)”. Kemudian
terdapat pula Asosiasi Perlindungan dan Ganti Kerugian (Protection and

Indemnity Club atau P and I Club), asosiasi ini akan memberikan
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pertanggungan kepada pemilik kapal atas tanggung jawab yang mungkin
timbul kepada pihak ketiga.'
* International Convention from The Prevention of Pollution from Ships, 1973
Konvensi ini melengkapi ketentuan dari “International Convention for
The Prevention of Pollution of The Sea by Oil 1954, International Conference
on Pollution of The Sea by Oil 1962 serta Amandement tahun 1969 ”, yaitu
dengan menentukan adanya keharusan terhadap “International Oil Pollution
Prevention Certificate” serta kelengkapan alat-alat pencatat otomatis dari
buangan minyak pada kapal tanker. Konvensi ini baru berlaku pada tahun
1978.
= Tanker Safety and Pollution Prevention Protocol 1978
Konvensi ini merupakan penyempurnaan dari “International Convention
for the Prevention of Pollution from Ships 1973” dan di kenal dengan nama
MARPOL 1973/1978.

MARPOL 1973/1978 itu sendiri memuat 5 (lima) Annexes, yaitu :

- Annex 1 : 01l

- Annex 1l : Noxious Liquid Substance Carried in Bulk
- Annex 111 : Harmful Substance in Packages Form

- Annex IV : Sewage

- Annex V : Garbage

Konvensi ini berlaku secara internasional sejak 2 Oktober 1983, dan

menjadi keharusan (compulsory) untuk Annex 1 (Oil), menyusul compulsory

' Juajir Sumardi, Op. Cit., h. 198 - 199
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untuk Annex Il (Noxious Liquid Substance in Bulk atau bahan cair berbahaya

dalam keadaan curah) pada 6 April 1987, menyusul kemudian diberlakukan

Annex V (Sewage) pada 31 Desember 1988, sedangkan Annex I (Harmful

Substance in Package atau bahan berbahaya dalam kemasan) pada 1 Juli

1992, sehingga sisa Annex IV (Garbage) yang belum berlaku secara

internasional sampai saat ini.

* United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982

Konvensi ini merupakan konvensi yang di bentuk oleh PBB pada 10
Desember 1982, terdiri tidak kurang dari 320 pasal yang terbagi atas 17
bagian bersama-sama dengan 9 lampirannya.

Terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam
UNCLOS 1982 ini dituangkan pada Bagian XII dan ketentuan yang khusus
mengatur mengenai masalah pencemaran laut terdapat pada pasal 192 sampai
dengan pasal 237.

Dari keseluruhan konvensi tersebut diatas, pemerintah Indonesia hanya
meratifikasi empat konvensi yang dirasa cukup untuk menyelesaikan
permasalahan apabila terjadi pencemaran laut. Salah satu dari keempat konvensi
yang merupakan pengaturan pencemaran laut akibat tumpahan minyak beserta
pertanggungjawabannya adalah United Nation Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS 1982) yang dituangkan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985, kemudian

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC

Convention-Brussel 1969) yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden
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Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1978, dan yang ketiga adalah International
Convention on The Establishment of an International Fund for Compensation of
Oil Pollution Damage, 1971 (IOPC-Fund 1971) yang dituangkan dalam bentuk
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1978 sedangkan
konvensi keempat yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia adalah MARPOL
1973/1978 dan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 46 tahun1986.

Dua dari konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yaitu
MARPOL 73/78 dan UNCLOS 1982 keduanya merupakan ketentuan hukum yang
saling melengkapi satu sama lainnya apabila diterapkan secara bersama-sama
dalam rangka pencegahan terjadinya pencemaran laut. Hal ini dapat dijelaskan
sebagai berikut, dalam Chapter II Regulation 9 dari MARPOL 73/78 mengatur
tentang Control and Discharge of Oil, yang merupakan salah satu permasalahan
penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia.
Ketentuan ini memberikan suatu manfaat bagi pemerintah Indonesia dimana
secara kumulatif pembuangan minyak oleh kapal akan berlangsung secara terus
menerus sehingga menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan laut
mengingat wilayah perairan Indonesia merupakan jalur pelayaran yang padat. Hal
ini berarti bahwa hukum internasional menghendaki pemerintah Indonesia untuk
mengatur lingkungan laut serta jalur pelayarannya. Pada Bab XII UNCLOS 1982,
telah dijelaskan secara spesifik tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan
laut. Pasal 192 UNCLOS 1982 memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk

memelihara serta melindungi lingkungan laut dan pada pasal 194 dijelaskan
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bahwa setiap negara diberikan kewenangan untuk melindungi, mengurangi serta
mengontrol terjadinya pencemaran pada lingkungan laut. Ketentuan pasal ini
merupakan perluasan dari hukum lingkungan nasional, tetapi apabila pelaku
pencemarannya adalah kapal-kapal asing maka implikasinya adalah setiap negara
mempunyai tanggung jawab untuk melindungi lingkungan lautnya dari
kemungkinan terjadinya pencemaran. Di lain pihak pasal 194 ini juga memberikan
kewajiban kepada negara bendera untuk bertanggung jawab atas pencemaran yang
ditimbulkannya.

Sedangkan dua konvensi lain yang di ratifikasi Indonesia adalah CLC
Convention dan Fund Convention. Kedua konvensi ini merupakan konvensi yang
mengatur mengenai permasalahan ganti rugi akibat tumpahan minyak. Indonesia
merasa perlu meratifikasi kedua konvensi ini karena resiko yang timbul akibat
tumpahan minyak sangatlah tinggi. Kedua konvensi ini memberikan keuntungan
antara lain tentang perlindungan dan kompensasi pembayaran ganti rugi yang
akan diberikan terhadap negara yang wilayahnya tercemar.

Pengaturan Hukum yang Bersifat Regional

Pengaturan hukum yang bersifat regional terhadap pencemaran laut akibat
tumpahan minyak, pada dasarnya adalah merupakan perjanjian antara negara-
negara yang wilayah lautnya saling berbatasan langsung. Pembahasan mengenai
hal ini akan lebih ditekankan kepada kawasan regional di Asia Tenggara. Wujud
dari pengaturan hukum tersebut pada umumnya adalah berbentuk Contingency

Plan atau CONPLAN yang merupakan rencana penanggulangan terhadap
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peristiwa-peristiwa pencemaran laut akibat tumpahan minyak yang mungkin
timbul. Bentuk-bentuk pengaturan hukum secara regional yang ada antara lain :
* Prosedur Operasi Tetap penanggulangan pencemaran minyak di Selat Malaka
dan Singapura
Di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Direktorat
Jendral Perhubungan Laut dan Direktorat Jendral Minyak dan Gas pada tahun
1981 dengan SKB No. DKP/1/1/27/Kpts/DM/Migas/1981. Dalam hal ini
DITJEN HUBLA berperan sebagai koordinator dan PERTAMINA berperan
sebagai operator peralatan.
* Tripartite Oil Pollution Contingency Plan for the Straits Malacca and
Singapore, 1981
Tujuan diadakannya perjanjian tiga pihak ini adalah untuk lebih
mempermudah dan mengefektifkan penanggulangan pencemaran di selat
Malaka dan Singapura. Dalam hal ini Jepang sebagai negara pemilik sebagian
besar tanker yang melewati selat tersebut melalui Malacca Strait Council
memberikan dana yang di sebut Revolving Fund kepada ketiga negara pantai
tersebut untuk menutup biaya penanggulangan pencemaran secara langsung
dan akan dikembalikan setelah pembayaran ganti rugi sudah terlaksana.
= ASEAN Oil Spill Response (OSRAP) 1993
Memorandum kesepakatan OSRAP ini ditandatangani pada tahun 1993.
Rencana ini merupakan rencana lebih lanjut dari rencana-rencana sejenis

sebelumnya di kawasan ini. Persiapan dari OSRAP ini di bantu oleh IMO dan
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pemerintah Jepang melalui departemen transportasi Jepang, dalam hal ini
Japan Maritime Safety Agency.
Tiered Area Response Capability (TARC)

Pada tahun 1986, TARC dibentuk oleh sejumlah perusahaan minyak
asing dan menyimpan peralatan penanggulangan di Singapura. Kemudian
pengelolaannya diserahkan kepada East Asia Response Pte. Ltd. (EARL).
Pangkalan utamanya berada di Singapura dan sub pangkalannya berada di

Port Dickson, Malaysia.

* Tripartite Agreement antara Indonesia, Malaysia dan Singapura tentang

Traffic Separation Scheme

Perjanjian yang ditandatangani di Manila pada tahun 1971 ini adalah
merupakan pengaturan terhadap lalu lintas di Selat Malaka dan Singapura.
Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk menjaga keselamatan pelayaran
di selat Malaka dan Singapura yang merupakan tanggung jawab dari ketiga
negara pantai tersebut.

Ketentuan dari Traffic Separation Scheme yang penting untuk
diperhatikan bagi pengembangan konsep perlindungan laut dan pengaturan
hukum perlindungan laut adalah : %

(a) Arti sempit dan dangkalnya selat dengan konfigurasi lingkungan laut
fisiknya tidak seragam menyebabkan :

(1)  Perlunya dipertahankan jarak antara lunas kapal dengan dasar laut

atau under kell clearance (UKC) minimal 3,5 meter selama melalui
selat;

(i)  Menetapkan alur pelayaran yang harus dilalui oleh tanki selama
dalam perjalanan, terutama pada daerah yang sangat kritis, seperti

M. Daud Silalahi, Op. Cit., h. 160 - 161
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daerah main strait & Philip Channel dan Horsburg Light House
dan ditetapkan dalam peta selat (designated area);

Terhadap kapal tanki yang mempunyai lunas dalam (deep draught
vessel) yang mencapai kedalaman hingga 15 meter atau lebih
diharuskan melalui “Dasar Laut Dalam” atau Deep Water Route
(DWR) yang telah ditetapkan, seperti pada “Buffalo Rock” hingga
Batu Berhenti. Kapal lainnya (yang tidak termasuk kategori ini)
dianjurkan tidak memasuki alur ini, kecuali dalam keadaan darurat;
Prinsip voluntary pilotage berlaku pada daerah yang kritis
(berbahaya);

Terhadap kapal tanker tergolong VLCC dan “DWR” disarankan
untuk memelihara kecepatannya tidak melebihi 10 knots selama
perjalanan, terutama pada daerah berbahaya. Selain itu, pada
keadaan ini tidak diperkenankan saling mendahului (over taking);
Data tentang arus, pasang surut dan petanya harus disempurnakan
dari waktu ke waktu;

Terhadap kategori VLCC dan “DWR” diharuskan diperlengkapi
dengan alat komunikasi yang baik : SBS radio instalation alat
elektronik untuk mengetahui posisi kapal dengan baik, sehingga
komunikasi dengan Otorita Selat dapat dilakukan dengan baik.

(b) Masalah ganti rugi atau kompensasi, termasuk biaya pemulihan (cleaning
up) lingkungan laut. Sepanjang mengenai ganti rugi perdata, terdapat
kemungkinan diselesaikannya tiga kategori, yaitu :

(1)
(i)
(iii)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan negara pantai yang
telah diadakan sebelumnya;

Berdasarkan konvensi, yaitu pemilik atau operator kapal menjadi
pihak penggugat (negara pantai);

Berdasarkan asuransi yang dilakukan oleh para pihak (pemilik
atau operator kapal atau penggugat).

(c) Kerugian atau kerusakan lingkungan laut. Secara garis besar hal ini dapat
meliputi tiga kelompok materi tuntutan dari sudut pengaturan hukum
lingkungan laut secara luas yaitu :

)

(if)
(iii)

Biaya pemulihan atau pembersihan (cleaning-up-cost), termasuk
biaya pencegahan meluasnya akibat pencemaran pada lingkungan
laut lainnya;

Kerusakan atau akibat langsung (consequential damages), seperti
pada daerah pariwisata, turis, perhotelan, perikanan;

Kerusakan ekologis (ecological damages) yang terjadi pada
ekosistem lingkungan laut yang pengaruhnya dapat dirasakan
hingga bertahun-tahun atau secara tetap, misalnya hilangnya
spesies tertentu atau menurunnya produktivitas, stabilitas
lingkungan.

Beberapa kejadian malapetaka laut (marine casualties), pada waktu sebelum

adanya pengaturan ini menggambarkan dengan jelas bahaya yang ditimbulkan
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oleh lalu lintas pelayaran di selat Malaka dan Singapura yang semakin padat.
Pejanjian tiga pihak ini (tripartite agreement) dan rancangan pemisahan lalu lintas
kapal di terima oleh IMCO pada tanggal 14 November 1977 dengan resolusi
nomor : A.375/Res.375 (X) yang berjudul “Navigation through the Straits of
Malacca and Singapura”. Dokumen ini disertai lampiran yang mengandung
detail-detail mengenai rancangan pemisahan lalu lintas kapal dan alat navigasi
yang harus di pasang. *!

Kesepakatan-kesepatan yang telah dilakukan secara regional tersebut di atas
menunjukkan bahwa ketiga negara ASEAN tersebut mempunyai kemampuan
untuk menyelesaikan persoalan yang sangat penting bagi ketiga negara tersebut.
Untuk suatu kelompok negara berkembang, tingkat dan derajat kesadaran akan
masalah-masalah lingkungan hidup khususnya perlindungan laut dan pantai di

wilayah ASEAN sangat baik jika di banding dengan kawasan-kawasan lainnya.

2! Pietter Batti, Op. Cit., h. 55
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BAB III
UPAYA HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN TUNTUTAN GANTI

RUGI PENCEMARAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK

1. Ruang Lingkup Ganti Rugi dan Pengaturannya

Membicarakan dan menelaah permasalahan ganti rugi adalah merupakan hal
yang tidak bisa lepas dari suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian
sehingga menimbulkan kewajiban terhadap pemenuhan ganti rugi tersebut. Hal
yang paling nampak dalam hukum apabila menyangkut masalah pemberian ganti
rugi adalah adanya unsur kesalahan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang
bertentangan dengan hukum merupakan suatu kesalahan yang bisa menimbulkan
kerugian pada pihak lain dan mewajibkan pelakunya untuk membayar ganti rugi
atas kerugian yang ditimbulkan tersebut. Pengertian perbuatan yang bertentangan
dengan hukum termasuk juga perbuatan yang berlawanan dengan hak pihak lain
serta kepatutan yang ada pada masyarakat. Prinsip tersebut dikenal dengan prinsip
ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan sesuai dengan adagium “no liability
without faulf”. >

Pada perkembangan selanjutnya, konsep “liability based on fault’ ini
dianggap tidak relevan lagi, dengan pertimbangan bahwa ganti rugi tersebut baru
diberikan jika terdapat unsur kesalahan sedangkan bila tidak terdapat unsur

kesalahan maka ganti rugi tersebut tidak dapat diberikan. Dengan adanya kondisi

yang demikian, maka kemudian timbul suatu prinsip ganti rugi lain yang di kenal

22 Komar Kantaatmadja, Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional, Alumni,

Bandung, 1982 (selanjutnya di sebut Komar Kantaatmadja I, Op. Cit., h. 58
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dengan prinsip “strict liability”. Dalam prinsip ini yang lebih dipentingkan adalah
resiko, atau dengan kata lain bahwa pelaku mengetahui dan dapat membayangkan
akan terjadinya suatu resiko akibat perbuatannya tersebut. Penerapan asas strict
liability ini timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan tanpa mempersoalkan
kesalahan tergugat, akan tetapi hanya ditujukan pada kasus-kasus tertentu yaitu
pada kasus-kasus abnormally dangerous activities. Asas strict liability ini telah
diterapkan pada :

a. Pencemaran lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (LNRI Nomor 44 tahun 1983,
TLNRI Nomor 3260), yang menentukan :

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 8, dan dengan
memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barang siapa di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya
pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam
memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi
lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera
dan dalam jumlah yang memadai.

(2) Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana di maksud
dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa
pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam
tersebut karena :

a. akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar
kemampuannya;

b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian pihak ketiga;

(3) Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat
pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam
ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis.

b. Pencemaran minyak di laut wilayah, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan
Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention

on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (CLC Convention 1969) jo.
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Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan International
Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation
for Oil Pollution Damage 1971 (Fund Convention 1971). Article 3 CLC

Convention menentukan :

(1) Except as provided in paragraph 2 and 3 of this article, the owner of a
ship at the time of an incident, or where the incident consist of a series
of occurrences, shall be liable for any pollution damage caused by oil
which has escaped or been discharged from the ship as a result of the
incident.

(2) No liability for pollution damage shall attach to the owner if he
proves that damage :

a. resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a
natural phenomenon of an exception, inevitable and irresistible
character; or

b. was wholly caused by an act or omission done with intent to
cause damage by a third party;

C. was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any
Government or the other authority responsible for the
maintenance of lights or other navigational aids in the exercise of
the that function.

(3) If the owner proves that the pollution damage resulted wholly or
partially either from an act or omission done with intent to cause
damage by the person who suffered the damage or from the
negligence of that the person, the owner may be exonerated wholly or
partially from his liability to such person.

(4) No claim for compensation for pollution damage shall be made
against the owner otherwise than in accordance with this convention.
No claim for pollution damage under this Convention or otherwise
may be made against the servants or agents of the owner.

(5) Nothing in this convention shall prejudice any right of recourse of the
owner against third parties.

Penerapan dari prinsip strict liability ini adalah secara terbatas pada any particular
types of cases yaitu pada tipe-tipe kasus tertentu. Menurut hukum Indonesia, strict
liability baru diberlakukan pada sengketa lingkungan akibat usaha dan/atau

kegiatan yang dikualifikasikan sebagai kegiatan yang : 2>

B Suparto Wijoyo, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Airlangga University Press, Surabaya.
1999, h. 36.
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Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
Menggunakan bahan berbahaya beracun;

Menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun;

Pencemaran-perusakan lingkungan akibat tenaga nuklir dalam pengelolaan
zat dan/atau limbah radioaktif;

Pencemaran minyak di laut wilayah;

Pencemaran-perusakan lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif.

L=

S

Pengertian “strict liability” ini di anggap perlu untuk memungkinkan dapat
diselenggarakannya berbagai aktivitas yang membawa tanggung jawab terlalu
besar (extra hazardous activity), tetapi bila di lihat dari segi masyarakat
internasional dapat di nilai bermanfaat, sehingga tanpa “strict liability” hal itu di
anggap kurang memberikan perlindungan bagi pelaku maupun korban. Dengan
demikian dapat juga diselenggarakan pembagian dari kerugian (loss spreading)
yang lebih baik, baik antara pemilik barang dan pengangkut yaitu dengan bantuan
lembaga asuransi. Karenanya untuk dapat memberikan keseimbangan yang
sebaik-baiknya antara pelaku, korban dan pihak asuransi maka “strict liability” ini
dapat dikaitkan dengan batas jumlah maksimal dari ganti rugi. Tujuan dari
penerapan asas strict liability ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan, sejalan
dengan perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan serta
mendorong badan usaha yang mempunyai resiko tinggi untuk mengalokasikan
biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya. Penerapan tanggung gugat
mutlak ini pada umumnya disertai dengan ketentuan tentang “beban pembuktian
terbalik (omkering der bewijslast)”, “kewajiban asuransi”, serta “penetapan

plafond (ceiling) yaitu batas maksimum ganti kerugian”.*

* Komar Kantaatmadja, Op. Cit., h. 61.
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Sesuai dengan penjelasan di atas, pengangkutan minyak bumi dalam jumlah
besar merupakan usaha yang tergolong “extra hazardous activity”, sehingga
bentuk tanggung jawab yang melekat pada usaha pengangkutan minyak bumi
tersebut adalah bentuk tanggung jawab “strict liability”. Sehingga dalam ganti
rugi pencemaran minyak di laut prinsip tanggung jawab yang di pakai adalah
prinsip “strict liability”, hal tersebut karena kewajiban membayar ganti rugi pada
negara pantai yang wilayahnya tercemar oleh tumpahan minyak secara mutlak ada
pada pihak pencemar, tanpa mempersoalkan bersalah atau tidaknya kapal tanker
yang mengakibatkan pencemaran tersebut. Tetapi dengan dipakainya prinsip strict
liability menimbulkan konsekuensi bahwa pembayaran ganti rugi tersebut akan
dibatasi sampai jumlah maksimum tertinggi. Walaupun demikian jika terbukti
terdapat faktor kesalahan maka batas jumlah tertinggi tersebut dapat
dikesampingkan.

Dari segi pengaturan hukumnya maka usaha-usaha yang bisa dilakukan
terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak salah satu yang perlu
mendapat perhatian serius adalah adanya suatu pengaturan secara nasional,
mengingat pengaturan secara internasional dewasa ini telah cukup memadai.
Adapun 4 hal yang perlu di atur adalah : %

1. Membatasi dan melarang tumpahnya minyak bumi dengan sengaja
(intentional discharge of oil);

2. Mencegah timbulnya pencemaran laut akibat tumpahan minyak karena
kecelakaan;

3. Mengurangi dan membatasi terjadinya kecelakaan yang menimbulkan
pencemaran laut;

4. Mewajibkan timbulnya tanggung jawab karena tumpahnya minyak.

% Komar Kantaatmadja I, Op. Cit., h. 49.
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Keempat hal di atas perlu dirinci lebih lanjut dalam ketentuan hukum nasional.
Ketentuan-ketentuan internasional yang secara khusus mengatur mengenai

kompensasi ganti kerugian terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak

dari kapal tanker telah diatur secara tersendiri dalam dua konvensi yang
dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO). Kedua konvensi
tersebut adalah :

1. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage tahun
1969 (Civil Liability Convention), mengatur kewajiban ganti rugi oleh
pemilik kapal terhadap kerusakan yang disebabkan karena pencemaran laut
akibat tumpahan minyak dari kapal. Konvensi ini mengatur prinsip kewajiban
pemilik kapal untuk membentuk sistem asuransi yang diwajibkan
(compulsory insurance). Karena dana asuransi kapal terbatas maka pemilik
kapal dibatasi kewajibannya dalam jumlah tertentu yang didasarkan pula pada
tonage kapal. Konvensi ini mulai berlaku sejak tahun 1975.

2. International Convention on the Establishment of an International Fund for
Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention) tahun 1971.
Fund Convention ini merupakan tambahan terhadap CLC Convention yang di
bentuk untuk mengatasi kompensasi dari korban pencemaran laut akibat
tumpahan minyak bila kompensasi berdasarkan CLC Convention tidak
mencukupi. Kemudian sebagai bagian dari Fund Convention, dibentuklah
International Oil Pollution Compensation Fund (IOPC Fund) yang mulai
diberlakukan pada tahun 1987. IOPC Fund merupakan organisasi antar

pemerintah negara anggota IMO dengan tujuan untuk mengadministrasikan
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kompensasi yang ditimbulkan oleh Fund Convention. Negara yang menjadi

anggota Fund Convention otomatis menjadi anggota IOPC Fund. Organisasi

ini bermarkas di London.

a. Civil Liability Convention %

= Lingkup Aplikasinya

CLC Convention, lingkup aplikasinya pada kerusakan terhadap
pencemaran laut akibat minyak mentah (persistent oil) yang tertumpah
dari muatan kapal tanker. Konvensi ini mencakup kerusakan
pencemaran lokasi termasuk perairan. Pengertian “kerusakan
pencemaran” (pollution damage) termasuk pula usaha melakukan
pencegahan atau mengurangi kerusakan akibat pencemaran di daerah
teritorial negara anggota konvensi.

CLC Convention hanya diberlakukan pada kerusakan yang disebabkan

oleh tumpahan muatan minyak dari tanker dan tidak termasuk

tumpahan minyak yang bukan muatan atau usaha pencegahan murni
yang dilakukan di mana tidak ada sama sekali minyak yang tumpah dari
kapal tanker. Konvensi ini juga hanya berlaku terhadap kapal yang
mengangkut minyak sebagai muatan yakni tanker pengangkut minyak.

Tumpahan dari tanker dalam pelayaran “ballast condition” dan

tumpahan dari bunker oil atau dari kapal selain tanker tidak termasuk

dalam konvensi ini. Kerusakan yang disebabkan oleh “Non-Persistent

Oil” seperti gasoline, kerosene, light diesel oil, dsb., juga tidak

termasuk dalam konvensi ini.

Strict Liability

Pemilik tanker berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap
kerusakan lingkungan laut akibat pencemaran yang disebabkan oleh
tumpahan minyak. Tetapi, pemilik kapal dapat terbebas dari kewajiban
tersebut dengan alasan :

a. Kerusakan timbul karena perang, persengketaan bersenjata, perang
saudara, pemberontakan atau bencana alam yang tidak dapat
mungkin dihindarkan.

b. Kerusakan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga
dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut (sabotase
pihak lain).

¢. Kerusakan disebabkan karena pihak berwenang tidak memelihara
alat bantu navigasi dengan baik.

Prinsip ini memberikan kewajiban bagi pemilik kapal untuk
memberikan ganti rugi seketika saat minyak tumpah di laut tanpa
mempersoalkan salah atau tidaknya kapal tanker tersebut. Hal tersebut

sesuai dengan ketentuan article III paragraph (1) CLC Convention,
yaitu :

% Pietter Batti, Op. Cit., h. 129 - 131
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Except as provided in paragraph 2 and 3 of this article, the owner of
a ship at the time of an incident, or where the incident consist of a
series of occurrences, shall be liable for any pollution damage caused
by oil which has escaped or been discharged from the ship as a result
of the incident.

* Batas Kewajiban Ganti rugi

Pada kondisi tertentu, pemilik kapal harus memberikan kompensasi
ganti rugi dengan batas 133 SDR (Special Drawing Rights) atau sekitar
2000 franc per ton dari tonage kapal, namun jumlah keseluruhan tidak
boleh lebih dari 14.000.000 SDR atau sekitar 210 juta franc.”’ Apabila
pihak yang mengajukan klaim dapat membuktikan bahwa kecelakaan
terjadi karena kesalahan pribadi (actual fault of privity) dari pemilik
maka batas ganti rugi (limit his liability) untuk pemilik kapal tidak
diberikan. Ketentuan tentang plafond ganti rugi tersebut tertuang dalam
article V paragraph (1) CLC Convention, yang menegaskan :

The owner of a ship shall be entitled to limit his liability under this
Convention in respect of any one incident to aggregate amount of
2.000 francs for each ton of the ship’s tonnage. However, this
aggregate amount shall not in any event exceed 210 million francs.
Apabila kecelakaan kapal terjadi akibat kesalahan dari pemilik, maka
pemilik kapal tidak berhak atas batas maksimum ganti kerugian yang
dimaksud oleh article V paragraph (1) konvensi ini, sehingga berlakulah
prinsip absolute liability. Ketentuan tentang hal ini terdapat pada article
V paragraph (2) CLC Convention, yaitu :
If the incidents occurred as a result of the actual fault or privity of
the owner, he shall not be entitled to avail himself of the limitation
provided in paragraph (1) of this article.
® Permintaan Ganti Rugi (Channelling of Liability)

Klaim terhadap kerusakan pencemaran di bawah CLC Convention
hanya dapat ditujukan pada pemilik kapal terdaftar, tetapi hal ini tidak
menghalangi korban untuk mengklaim kompensasi ganti rugi di luar
konvensi ini dari orang lain selain pemilik kapal. Namun demikian,
konvensi ini melarang melakukan klaim kepada perwakilan atau agen
pemilik kapal. Pemilik kapal harus mengatasi masalah klaim dari pihak
ke tiga berdasarkan hukum nasional yang berlaku.

® Asuransi yang Diwajibkan (Compulsory Insurance)

Pemilik tanker yang mengangkut lebih dari 2.000 ton persistent oil
diwajibkan untuk mengasuransikan kapalnya guna menutup klaim yang
mungkin timbul berdasarkan CLC Convention. Setiap kapal tanker juga
harus membawa surat keterangan asuransi yang di maksud. Bagi kapal-
kapal yang memasuki pelabuhan negara anggota CLC Convention,
walaupun negara bendera kapal tersebut bukan anggota konvensi, ia

tetap diwajibkan untuk membawa serta surat keterangan asuransi yang
di maksud.

z Douglas Brubaker, Marine Pollution and International Law Principles and Practice,
Bellhaven Press, London, 1993, h. 156.
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* Pengadilan yang Berkompeten (Competence of Courts)

Tindak lanjut dari kompensasi sesuai CLC Convention hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan negara anggota konvensi
dilingkungan teritorial di mana kecelakaan tersebut terjadi. Apabila
kecelakaan dan pencemaran terjadi diperairan Indonesia maka
pengadilannya adalah Pengadilan Indonesia dengan berdasarkan pada
ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu Indonesia harus mempunyai
peraturan yang Kkhusus mengatur mekanisme pengadilan dan
kompensasi ganti rugi karena pencemaran laut akibat tumpahan
minyak.

Permasalahan tuntutan ganti rugi tersebut harus dibawa ke
pengadilan negara anggota konvensi di mana pencemaran tersebut
terjadi paling lambat 3 tahun sejak tanggal kejadiannya pencemaran
tetapi tidak boleh lebih dari 6 tahun setelah kecelakaan tersebut terjadi.

b. Fund Convention 2
® Tujuan konvensi

Tujuan dari konvensi ini adalah mempersiapkan tambahan
kompensasi klaim yang tidak dapat dipenuhi oleh Civil Liability
Convention akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh pencemaran laut
karena tumpahan minyak dan untuk melaksanakan porsi ligbility dari
pemilik kapal sesuai konvensi tersebut. Karena Fund Convention ini
merupakan supplement dari CLC Convention maka hanya negara yang
menjadi anggota konvensi CLC Convention saja yang boleh menjadi
anggota Fund Convention dan IOPC Fund.

Kompensasi tambahan (Suplement Compensation)

IOPC Fund akan membayar kompensasi ke setiap pihak yang
terkena dampak dari pencemaran laut akibat tumpahan minyak di
negara yang menjadi anggota konvensi, apabila pihak tersebut tidak
mendapatkan kompensasi penuh dari CLC Convention dengan salah
satu alasan sebagai berikut :

a. Tidak ada kewajiban ganti rugi kerusakan pencemaran sesuai CLC
Convention karena pemilik tidak wajib sesuai alasan yang
disebutkan dalam strict liability dari konvensi tersebut.

b. Pihak pemilik tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai CLC
Convention termasuk asuransinya tidak mencukupi untuk memenuhi
klaim kompensasi yang disebabkan oleh kerusakan akibat
pencemaran.

¢. Kerusakan yang terjadi melebihi batas liability (kewajiban) pemilik
kapal sesuai CLC Convention.

IOPC Fund tidak berkewajiban membayar kompensasi terhadap

kerusakan yang timbul akibat perang atau akibat pencemaran yang

berasal dari kapal perang. Selain itu organisasi ini juga tidak
berkewajiban membayar kompensasi apabila pihak yang mengklaim

% Pieter Batti, Op. Cit., h. 131 - 134
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tidak dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi akibat
kecelakaan dari salah satu atau lebih kapal tanker. Pencemaran dari
tanker yang tidak diketahui identitasnya tidak dapat di klaim melalui
Fund Convention.

Batas Kompensasi (Limit of Compensation)

Kompensasi yang dapat dibayarkan oleh IOPC Fund akibat
kecelakaan terbatas pada jumlah 60 juta SDR atau + US $ 83 juta,
termasuk yang tidak di bayar oleh pemilik kapal atau asuransinya sesuai
dengan CLC Convention.

Kompensasi kerugian dari Pemilik Kapal (Indemnification of the Ship
Owner)

Pemilik kapal yang kapalnya terdaftar atau berbendera negara
anggota Fund Convention, kompensasi ganti ruginya dalam IOPC Fund
berjumlah sesuai dengan kewajiban ganti rugi dalam CLC Convention.
Maksimum ganti rugi yang dapat dibayarkan IOPC Fund kepada
pemilik kapal adalah 33 SDR atau sekitar US $ 45 untuk setiap ton dari
kapal dengan tonage sampai 83.333 ton, sedangkan untuk yang lebih
besar dari 105.000 ton, kompensasi setiap tonnya adalah bertambah
sampai batas maksimum 5.667.000 SDR (+ US $ 7,8 juta).

IOPC Fund terbebas dari kewajiban membayar kompensasi ganti
rugi bila terbukti kerusakan tersebut disebabkan oleh pemilik kapal itu
sendiri dan akibat kelalaian pemilik kapal atau kecelakaan yang terjadi
karena kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai konvensi
internasional seperti SOLAS 74/78, MARPOL 73/78 dan Load Line
Convention 1966.

Pendanaan IOPC Fund (Financing of the IOPC Fund)

Biaya yang digunakan untuk membayar kompensasi kerugian dan
biaya administrasi [OPC Fund didapatkan dari kontribusi siapapun yang
telah menerima lebih dari 150.000 ton crude oil dan fuel oil dalam satu
tahun kalender di pelabuhan negara yang menjadi anggota Fund
Convention. Kontribusi ini didasarkan pada laporan penerimaan minyak
yang di terima oleh setiap individual contributor. Laporan tersebut
disampaikan oleh pemerintah negara anggota Fund Convention, tetapi
kontribusi di bayar oleh masing-masing kontributor perorangan
langsung ke IOPC Fund. Pemerintah tidak bertanggung jawab atas
pembayaran tersebut kecuali dengan sukarela mengambil alih tanggung
Jjawanb tersebut. Kontribusi ini terdiri dari :

a. Initial Contribution

Merupakan kontribusi yang dibayarkan bila negara menjadi

anggota IOPC Fund atas dasar jumlah tertentu per ton contributing

oil yang di terima tahun sebelumya di mana Fund Convention
mulai berlaku untuk negara tersebut. Jumlah ini ditetapkan oleh

Assembly sebesar 0,04718 (gold) francs (US $ 0,043) per ton

contributing oil yang di terima oleh setiap kontributor.
b. Annual Contributions.
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Merupakan iuran yang dibayarkan untuk antisipasi pembayaran
kompensasi ganti rugi oleh IOPC Fund termasuk biaya administrasi
tahun berikutnya.

Dari ketentuan kedua konvensi di atas, maka permasalahan ganti rugi
terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak berdasarkan CLC Convention
batas ganti kerugian yang bisa diberikan adalah sampai sebesar US $ 20 juta dan
hanya berlaku bagi kapal tanker yang mengangkut muatan persistent oil.
Sedangkan Fund Convention membentuk IOPC Fund dengan tujuan untuk
memberikan ganti kerugian apabila dana dari CLC Convention tidak mencukupi,
dengan batas ganti kerugian yang bisa diberikan adalah sampai sebesar US $ 84
juta termasuk yang dibayarkan oleh CLC Convention. Sedangkan apabila
kerugian yang terjadi melebihi jumlah batas tertinggi ganti kerugian yang
ditetapkan oleh article V paragraph (1) CLC Convention, maka terhadap
kekurangan ganti kerugian tersebut article IV paragraph (1) Fund Convention

memberikan ketentuan ;

For the purpose of fulfilling its function under Article II paragraph 1 (a), The

Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage if such

person has been unable to obtain full and adequate compensation for the

damage under the terms of the Liability Covention.

a. because no liability for the damage arise under the Liability Convention;

b. because the owner liable for the damage under the Liability Convention is
financially incapable of meeting his obligations in full and any financial
security that may be provided under Article VII the Convention does not
cover or is unsufficient to satisfy the claims for compensation for the
damage; an owner being treated as financially incapable of meeting his
obligations and a financial security being treated as insufficient if the person
suffering the damage has been unable to obtain full satisfaction of the
amount of compensation due under the Liability Convention after having
taken all reasonable steps to pursue the legal remedies available to him;

c. because the damage exceeds the owner’s liability under the Liability
Convention as limited pursuand to Article V paragraph 1, of that
Convention or under the terms of any other International Conventions in
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force or open for signature, ratification or accession at the date of this
Convention.
Expenses reasonable incurred or sacrifices reasonably made by the owner
voluntarily to prevent or minimize pollution damage shall be treated as
pollution damage for the purpuses of this article.

2. Proses Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi

Pembahasan tentang pemberian ganti rugi di sini lebih ditujukan terhadap
pertanggungjawaban kendaraan air dalam hal ini kapal tanker yang melakukan
pengangkutan minyak dan merupakan penyebab pencemaran laut karena minyak
yang paling sering, misalnya saja karena kandas, kecelakaan, pecah atau
tenggelam. Negara yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan
lautnya tersebut dapat menuntut pertanggungjawaban kepada pemilik tanker. Pada
umumnya tuntutan tanggung jawab tersebut berupa ganti kerugian yang berbentuk
uang serta pemulihan pencemaran.

Langkah pertama sebelum mengajukan tuntutan adalah mengetahui dasar
hukum yang menjadi landasan kewenangan untuk mengajukan tuntutan. Salah
satu dasar hukum yang melandasi kewenangan tersebut adalah Prinsip 22
Deklarasi Lingkungan Hidup, Stockholm 1972, yang memberikan ketentuan
bahwa bagi negara yang menjadi korban pencemaran dan lingkungannya
mengalami  kerugian, baik di bawah yurisdiksinya maupun di bawah
pengawasannya dapat mengajukan tuntutan pertanggungjawaban serta ganti
kerugian. Prinsip 22 Deklarasi tersebut menentukan :

State shall co-operate develop further the international law regarding liability
and compensation for the victims of pollution and other environment damage
caused by activities within the jurisdiction or control of such states to areas
beyond their jurisdiction.
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Keberadaan Selat Malaka yang dipergunakan sebagai salah satu jalur
pelayaran internasional menimbulkan konsekuensi akan terjadinya kegiatan lalu
lintas kapal tanker baik jenis VLCC (Very Large Crude Carrier) ataupun ULCC
(Ultra Large Crude Carrier). Hak kebebasan berlayar di jamin ketentuan pasal 34
ayat (1) UNCLOS 1982. Tetapi di lain pihak negara diharuskan untuk mengambil
tindakan-tindakan yang sekiranya dianggap perlu untuk menangani permasalahan
pencemaran lingkungan laut yang timbul akibat aktifitas kapal-kapal tersebut.
Pasal 194 ayat (2) UNCLOS 1982 menentukan :

Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin
agar kegiatan-kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasan
mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan
tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran
kepada negara-negara lain dan lingkungannya, dan agar pencemaran yang
timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan di bawah yurisdiksi atau
pengawasan mereka tidak menyebar melampaui daerah-daerah yang ada di
bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka sesuai dengan konvensi ini.
Ketentuan di atas membawa kewenangan yang meliputi 2 hal yaitu :

- Tindakan yang ditujukan dalam wilayah yurisdiksinya

- Tindakan yang ditujukan pada wilayah yang berada dalam pengawasannya
Mengingat Selat Malaka merupakan selat yang terletak di antara wilayah negara
Indonesia dan Singapura maka rezim yang berlaku adalah rezim laut lepas. Tetapi
walaupun rezim yang berlaku adalah rezim laut lepas, bila terjadi pencemaran
pada wilayah tersebut, negara pantai yang wilayahnya ikut tercemar berhak untuk
melindungi garis pantainya. Hal tersebut di dukung oleh ketentuan dalam pasal
221 ayat (1) UNCLOS 1982, yaitu :

Tidak ada satupun ketentuan dalam bab ini akan mengurangi hak negara-

negara, sesuai dengan hukum internasional, baik menurut hukum kebiasaan
maupun konvensi, untuk mengambil dan memaksakan tindakan-tindakan di
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luar laut teritorial yang sebanding dengan kerusakan nyata atau ancaman
kerusakan untuk melindungi garis pantai atau kepentingan-kepentingan yang
bertalian dengan itu, termasuk perikanan, dari pencemaran atau ancaman
pencemaran sebagai lanjutan dari suatu kecelakaan laut atau tindakan-tindakan
yang bertalian dengan kecelakaan di maksud, yang menurut dugaan yang layak
dapat menimbulkan akibat-akibat buruk yang besar.

Berkaitan dengan kerugian yang terjadi pada pencemaran laut akibat tumpahan

minyak, maka penuntutan yang dapat dilakukan adalah penuntutan perdata bukan

penuntutan pidana. Hal tersebut mengingat bahwa status hukum dari laut lepas

adalah terbuka untuk semua negara dan tidak ada satu negarapun yang dapat

memaksakan kedaulatannya. Berkenaan dengan penuntutan perdata, pasal 229

|
!
UNCLOS 1982 menentukan : ‘
Tidak satupun ketentuan dalam konvensi ini yang akan mempengaruhi
pelaksanaan penuntutan perdata berkenaan dengan suatu gugatan atas kerugian |
atau kerusakan yang timbul dari pencemaran lingkungan laut. ‘
Bentuk tuntutan perdata lazimnya adalah berupa ganti kerugian yang berbentuk ‘
uang. Mengenai denda keuangan akibat pencemaran oleh kendaraan air yang
terjadi di luar laut wilayah, pasal 230 ayat (1) UNCLOS 1982 memberikan i

ketentuan sebagai berikut :

\
|
Denda keuangan hanya dapat dikenakan dalam hal adanya pelanggaran ‘
terhadap peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan-ketentuan |
serta  standar-standar internasional yang berlaku untuk pencegahan, \
pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut oleh kendaraan air
asing di luar laut teritorial. |
Ketentuan pasal di atas nampaknya memberikan suatu masukan agar setiap negara ‘
mempunyai pengaturan khusus yang mengatur mengenai pelayaran kapal tanker 1
yang akan melintasi wilayah tersebut, misalnya saja ketentuan tentang tonage ‘

kapal yang diperbolehkan melalui wilayah tersebut. Sehingga apabila ketentuan

yang ada tidak dipenuhi maka dapat diajukan klaim terhadap denda keuangan
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tersebut. Namun sepertinya belum banyak negara yang memperhatikan secara
khusus terhadap ketentuan pasal 230 ayat (1) UNCLOS 1982 ini. Keadaan ini
nantinya akan menyulitkan suatu negara apabila hendak mengajukan klaim ganti
kerugian denda yang berupa uang (monetary compensation). Apabila suatu negara
belum mempunyai pengaturan yang memadai terhadap pengaturan mengenai
pemberian ganti rugi atas pencemaran wilayah lautnya, maka UNCLOS 1982
memberikan jalan keluar seperti yang terdapat pada ketentuan pasal 235 ayat (3)
yaitu :
Dengan tujuan untuk menjamin ganti rugi yang segera dan memadai bertalian
dengan segala kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut,
negara-negara harus bekerja sama melaksanakan hukum internasional yang
berlaku dan untulk pengembangan selanjutnya hukum internasional yang
berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi untuk penaksiran
mengenai kompensasi untuk kerusakan serta penyelesaian sengketa yang
timbul, demikian pula, di mana perlu, mengembangkan kriteria dan prosedur-
prosedur pembayaran ganti rugi yang memadai seperti halnya asuransi wajib
atau dana kompensasi.
Sejalan dengan ketentuan di atas, maka badan PBB yang khusus mengatur
mengenai permasalahan kelautan yaitu IMO (International Maritime
Organisation), telah mengadakan beberapa konferensi yang menghasilkan
konvensi-konvensi penting yang berkaitan dengan permasalahan pengaturan
tentang ganti kerugian terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak.
Konvensi-konvensi tersebut antara lain adalah :
1. Civil Liability Convention (CLC) - Brussel 1969
2. Fund Convention yang akhirnya melahirkan IOPC Fund
Selain kedua konvensi di atas, terbentuk pula lembaga TOVALOP (Tanker

Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution Damage)
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serta CRISTAL (Contract Regarding an Interim Supplement to Tanker Liability
for Oil Pollution Damage)
TOVALOP merupakan suatu lembaga pertanggungan privat yang memberikan
ganti rugi atas pertanggungan dan premi yang diterimanya. Tanggungan asuransi
yang diberikan kepada pesertanya karena tumpahan minyak adalah sebesar US $
10 juta. TOVALOP tidak melihat apakah terjadinya pencemaran tersebut di
negara anggota CLC Convention atau bukan, tetapi TOVALOP melihat pada
tumpahan minyaknya dan menimbulkan kerugian (tidak termasuk kerugian
ekologis). %
Sedangkan CRISTAL adalah juga merupakan lembaga pertanggungan lain selain
TOVALOP. Perbedaannya adalah apabila TOVALOP beranggotakan para
pemilik tanker maka CRISTAL inti beranggotakan para pemilik minyak yang di
angkut oleh tanker. Jumlah pertanggungan tertinggi dalam CRISTAL ini adalah
sebesar US $ 30 juta. Ganti rugi ini meliputi kerugian ekologis dengan ketentuan
bahwa tidak ada unsur relevansi dan spekulatif. *°

Pengajuan tuntutan (klaim) ganti kerugian atas kerugian yang timbul akibat
pencemaran laut karena tumpahan minyak yang berasal dari kapal, mekanisme
pengajuan klaimnya adalah apabila terjadi tumpahan, maka negara yang
wilayahnya tercemar mengajukan suatu tuntutan ganti rugi terhadap pemilik kapal
yang mengakibatkan tumpahan tersebut atas biaya pembersihan serta kerugian

yang dialami. Apabila klaim ganti rugi tersebut melebihi batas pertanggungan

pemilik kapal menurut CLC Convention, maka klaim ganti rugi juga dapat

¥ Komar Kantaatmadja I, Op. Cit., h. 60
* Ibid, h. 62
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diajukan kepada IOPC Fund dengan ketentuan bahwa negara yang wilayah

lautnya tercemar tersebut merupakan negara anggota IOPC Fund.

Sesuai dengan jumlah dan sifatnya, klaim atas pencemaran laut yang diakibatkan

oleh tumpahan minyak dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu : *!

1.

Klaim yang didasarkan pada biaya tindakan pencegahan dan operasi

pembersihan, yang meliputi :

ringkasan kejadian, termasuk uraian kerja yang dilakukan diberbagai
daerah serta metode kerja yang dilakukan dalam hubungannya dengan
keadaan-keadaan yang ada selama peristiwa itu terjadi.

penentuan batas daerah yang terkena yang menggambarkan luasnya
pencemaran dan mengenali daerah-daerah yang paling tercemar. Hal ini
harus di buat dalam bentuk peta yang di dukung oleh fotografi atau video
analisis dan bukti lain yang menghubungkan pencemaran minyak dengan
kapal yang terlibat dalam peristiwa tersebut (misalnya analisis kimia,
angin, data pasang surut dan arus, observasi dan plotting gerakan minyak
yang mengapung)

tanggal-tanggal di mana pekerjaan tersebut dilakukan (biaya harian atau
mingguan)

biaya tenaga kerja (jumlah dan kelompok personalia penanggulangan, nilai
bayar biasa atau lembur serta biaya bahan yang habis dipakai)

biaya peralatan dan bahan (jenis peralatan yang digunakan, biaya sewa,

Jjumlah dan biaya bahan yang habis di pakai)

3! Juajir Sumardi, Op. Cit., h. 200
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biaya angkutan (jumlah dan jenis kapal, pesawat terbang, kendaraan yang
digunakan, jumlah hari/jam operasi, harga sewa atau biaya operasi)
biaya penyimpanan sementara (jika mungkin) dan pembuangan akhir

minyak serta bahan berminyak yang di bersihkan

Klaim yang didasarkan pada biaya penggantian dan perbaikan, yang meliputi :

besar kerusakan akibat pencemaran pada harta benda
uraian benda yang hancur, rusak atau membutuhkan penggantian serta

perbaikan (misalnya sekoci, alat perikanan, jala dan pakaian) termasuk

lokasi mereka
biaya kerja penggantian atau penggantian benda

usia benda yang diganti

Klaim yang didasarkan pada kerugian ekonomi, yang meliputi :

sifat kerugian, termasuk demonstrasi yang hilang akibat langsung
peristiwa tersebut

angka-angka perbandingan keuntungan yang diperoleh dalam jangka
waktu sebelumnya dan jangka waktu selama dideritanya kerugian
perbandingan dengan daerah yang sama di luar daerah yang terkena
tumpahan minyak

metode taksiran kerugian

kerugian ekonomi ini dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada kegiatan
perikanan, penutupan industri pantai dan instalasi pengolahan,
berkurangnya pemasukan oleh operator tempat peristirahatan (pemilik

hotel dan restoran) dan juga mungkin terdapat pengeluaran tambahan tidak
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langsung yang diadakan oleh pemerintah setempat dalam menyediakan

sumber daya protein untuk masyarakat pantai yang wilayahnya tercemar

oleh tumpahan minyak.

Alternative Dispute Resolution

Proses penyelesaian masalah klaim yang diajukan kepada pihak penyebab

terjadinya pencemaran pada umunya dilakukan melalui cara perundingan antara

kedua belah pihak. Cara penyelesaian semacam ini lazimnya di sebut dengan

Alternatif Dispute Resolution (ADR). Beberapa hal yang dapat dijadikan

pertimbangan dipilihnya ADR sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan

klaim terhadap pelaku pencemaran adalah : *

merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif
terhadap kebutuhan para pihak yang bersengketa

memberikan keterlibatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses
penyelesaian sengketa

memperluas akses mewujudkan keadilan

Bentuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR ini antara lain berupa : *

1.

2.

Negosiasi (negotiation)
Mediasi (mediation)
Konsiliasi (conciliation)
Arbitrase (arbitration)

Pencari Fakta (fact finding)

32 Suparto Wijoyo, Op. Cit., h. 92
* Ibid, h. 95 - 96
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3.1. Negosiasi (negotiation)

Merupakan komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan pada saat
kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun
berbeda. Dalam negosiasi, para pihak yang bersengketa berunding secara
langsung tanpa perantaraan pihak ketiga yang menentukan kata akhir dari
penyelesaian sengketa tersebut. Dalam hal ini penyelesaian sepenuhnya
dikontrol oleh para pihak atas dasar win-win solution. Negosiasi bersifat
informal dan tidak tersetruktur serta waktunya tidak terbatas.

Dalam sengketa lingkungan internasional, negosiasi lazim diterapkan
sebagai teknik—-metodik penyelesaian yang primer dan pertama. ** Konvensi
Internasional yang berkaitan dengan permasalahan pencemaran lingkungan
akibat tumpahan minyak yang menentukan cara penyelesaian sengketanya
melalui negosiasi salah satunya adalah International Convention Relating to
the Intervention on the High Sea Case of Oil Pollution 1969 yang tertuang
pada pasal 8 ayat (1) yaitu :

Any controversy between the parties as to whether measures taken under
article I were in contravention of the provisions of the present convention,
to whether compensation is obliged to be paid under Article IV, and to the
amount of such compensation shall, if settlement by negotiation between
parties involved or between the party which took the measures and the
physical or corporate climants has not been possible, and if the parties do
not otherwise agree, be submitted upon request of any of the paties

concerned to conciliation or, if conciliation does not succeed, to
arbitration, as set out in the annex to the present convention

3 Ibid, h. 156.
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3. 2. Mediasi (mediation)

3.3.

Apabila para pihak tidak bisa menyelesaikan sengketa melalui negosiasi
maka dapat dimungkinkan campur tangan pihak ketiga yang netral dalam
penyelesaian  sengketa internasional tersebut. Mediasi merupakan
penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga
yang netral namun pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk
memutuskan atau menerapkan suatu bentuk penyelesaian. Mediasi dapat
dilakukan oleh organisasi internasional, negara maupun individu.

Konsiliasi (conciliation)

Konsiliasi dalam arti luas adalah merupakan metode penyelesaian
sengketa secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan yang
tidak memihak atau dapat didefinisikan bahwa konsiliasi merupakan upaya
penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga
netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan cara-
cara yang disepakati oleh para pihak.

Konsiliasi juga dapat dilakukan dengan mengajukan sengketa yang
terjadi pada suatu komisi untuk membuat laporan mengenai usul penyelesaian
sengketa bagi para pihak yang tidak mengikat. Tugas komisi konsiliasi ini
adalah untuk menjelaskan masalah dalam sengketa dengan tujuan untuk
mengumpulkan semua keterangan yang berguna melalui penyelidikan atau

cara lain, dan berusaha membawa para pihak pada suatu persetujuan.’> Dalam

% 1bid, h. 162.
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UNCLOS 1982, konsiliasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan
sengketa lingkungan laut internasional bagi pihak ketiga dan tertuang dalam
Bab XV bagian 1 pasal 284.

3.4. Arbitase (arbitration)

Penyelesaian sengketa lingkungan melalu artbitrase ini berarti
menyerahkan penyelesaian kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh
para pihak tanpa terikat oleh pertimbangan-pertimbangan hukum. Dalam hal
ini pihak arbitrator mempunyai wewenang untuk memutuskan.

Menurut J. G. Starke, The Permanent Court of Arbitration umumnya
digunakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa internasional dan telah
berhasil membentuk hukum dan praktek arbitrase yang tampak dari traktat
arbitrase baik bilateral maupun multilateral. Pada hakekatnya arbitrase adalah
merupakan suatu prosedur konsensual yang digunakan untuk menghasilkan
penyelesaian sengketa atas pilihan dan berlandaskan pada suatu dasar yang
disetujui. *®

Dalam UNCLOS 1982 alternatif penyelesaian sengketa lingkungan laut
melalui arbitrase tertuang dalam ketentuan pasal 287 ayat 1 yaitu :
Pada waktu menandatangani, meratifikasi atau aksesi pada konvensi ini
atau pada setiap waktu setelah itu, suatu negara bebas untuk memilih,
dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih dari cara-cara berikut
untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi atau penerapan
konvensi ini :
a. The Law of the Sea Tribunal
b. The International Court of Justice

c. An Arbitral Tribunal
d. A Special Tribunal

% 5. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 2, Edisi Kesembilan, Aksara Persada
Indonesia, Jakarta, 1992, h. 174
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3.5. Pencari Fakta (Fact finding)
Dalam konsep ADR pencari fakta adalah merupakan upaya penyelesaian
sengketa dengan cara menunjuk pihak-pihak yang netral untuk bertugas
mengumpulkan bahan-bahan atau keterangan-keterangan guna dianalisis dan
dievaluasi dengan tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang
menimbulkan sengketa dengan disertai rekomendasi pemecahan masalah.

Pencari fakta ini digunakan pula dalam negosiasi dan mediasi. ¥’

37 Suparto Wijoyo, Op. Cit., h. 105
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BAB IV
ANALISA KASUS TABRAKAN MT. NAGASAKI SPIRIT DENGAN MV.

OCEAN BLESSING DI SELAT MALAKA (TAHUN 1992)

1. Kasus Posisi

Pada tanggal 19 September 1992, pukul 16.32 GMT atau 23.32 WIB, kapal
tanker MT. Nagasaki Spirit berbendera Liberia milik Lancer Navigation Co. Ltd.
(Canada) dcngan bobot mati 95.987 DWT, ditabrak oleh MV. Ocean Blessing
kapal kargo berbendera Panama milik Lomita Shipping Limited. Adapun posisi
pada saat kejadian adalah 04.33 U/098.43 T perairan Indonesia, lebih kurang 40
mil utara Belawan. Tabrakan pada lambung kiri tersebut menyebabkan tanki 4, 5
dan 6 dari MT. Nagasaki Spirit mengalami kerusakan berat dan kedua kapal
tersebut mengalami kebakaran. Kapal tanker MT. Nagasaki Spirit bertolak dari
Pelabuhan Ras Al Khafji (Teluk Parsi) dengan membawa muatan berupa khafji
crude oil sebanyak 40.000 ton dengan tujuan Pelabuhan Seria (Brunai).

Dalam hubungannya dengan tabrakan antara kapal tanker MT. Nagasaki
Spirit dengan Kapal MV. Ocean Blessing ini diperkirakan sejumlah 12.000 ton
minyak mentah telah tertumpah diperairan Indonesia yaitu di sekitar tempat
kejadian hingga radius 5 mil dan kemudian menyebar dengan lebar + 5 mil dan
panjang + 70 mil. Genangan minyak tersebut terbawa arus dan ombak ke arah
utara dan selatan pada saat dilaporkan, dan sekitar 8 hari setelah kecelakaan
terjadi, genangan minyak tersebut telah mencapai lokasi di sekitar :

- Perairan Pangkalan Berandan dan Pulau Langkawi di pantai utara Sumatra
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- Perairan landas kontinen Malaysia
Akibat kejadian tersebut, negara Republik Indonesia menderita kerusakan akibat

tumpahan minyak seluas 5 X 70 mil dan menimbulkan pencemaran serta

kerusakan terhadap :
1. Fasilitas produksi perikanan dan spesies lainnya

2. Ekosistem laut dan pantai

2. Penyelesaian

Atas kejadian tersebut Pemerintah Republik Indonesia, khususnya
Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut
melakukan tindakan pencegahan dan pembersihan tumpahan minyak yang terdiri
atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Persiapan;
b. Mengaktifkan Crisis Centre pada Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut

(NOCOP);
¢. Menunjuk dan mengaktifkan OSC (Oﬁ-Scene Commander) Belawan dalam

hal ini Syahbandar Belawan;

d. Mengerahkan fasilitas pencegahan dan pembersihan;

e. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait baik di
dalam maupun di luar negeri;

f. Melakukan penelitian dampak pencemaran;

g. Membuat laporan.
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Terhadap kasus pencemaran oleh MT. Nagasaki Spirit tersebut, pemerintah

Indonesia melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang bertindak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor : 53/SU/PHB-93 tanggal 2 Desember 1993, pada tanggal 17 Mei 1994

mengajukan klaim permintaan ganti kerugian akibat pencemaran laut yang

ditimbulkan oleh MT. Nagasaki Spirit kepada :
1. Teekay Shipping (Canada) Ltd.
2. The Britania Steam Ship Insurance Asociation Ltd.
3. International Oil Pollution Compensation Fund

Klaim tersebut diajukan dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum

yang berlaku, yaitu :

1. Article IIl paragraph (1) International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage (CLC Convention 1969);

2. Article VII paragraph (8) International Convention on Civil Liability for
Pollution Damage ( CLC Convention 1969);

3. Aurticle IV paragraph (1) International Convention on the Establishment of an
International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund
Convention 1971);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang UNCLOS 1982;
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Undang-undang Nomor 1985 tentang Perikanan;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistemnya;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Kitab Undang-undang hukum Dagang (KUHD).

Sedangkan jumlah ganti kerugian yang diminta oleh pemerintah Indonesia atas

kerugian yang dialami akibat peristiwa pencemaran tersebut adalah berupa :

a.

Biaya yang telah dikeluarkan untuk operasi pencegahan dan pembersihan
sejumlah US § 1.768.128,79

Ganti kerugian atas kerugian ekonomi yang sudah dapat di taksir yaitu
sejumlah US § 484.231,23

Biaya pelaksanaan survey untuk menentukan kerusakan lingkungan akibat
pencemaran tersebut serta pemulihan lingkungan hidup wilayah tercemar,

yaitu sebesar US $ 250.000

Tanggapan dari pihak Teekay Shipping (Canada) Ltd. terhadap klaim yang

diajukan oleh pemerintah Indonesia tersebut adalah :

1.

Pertanggungjawaban tersebut akan ditangani sepenuhnya oleh The Britannia P
& I Club, karena Teekay Shipping merupakan anggota dari organisasi
pertanggungan pemilik kapal tersebut, hal tersebut menimbulkan konsekuensi

bahwa klaim terhadap Teekay Shipping tidak bisa diteruskan.
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2. Klaim yang diajukan pemerintah Indonesia tersebut bukan merupakan lingkup
dari International Oil Pollution Compensation Fund sehingga klaim terhadap
organisaasi tersebut tidak bisa diteruskan.

3. Biaya penanggulangan berikut pembersihan sebesar US $ 1.768.128,79 dapat
dimengerti dan disetujui oleh P & I Club, walaupun terhadap beberapa bagian
mereka masih mempertanyakan apakah hal-hal yang dimintakan ganti rugi
tersebut benar-benar sesuai dengan lingkup dari CLC Convention, oleh karena
itu P & I Club kemudian menginginkan penjelasan lebih lanjut tentang hal
tersebut.

4. Biaya untuk penggantian kerugian ekonomi serta biaya pemulihan lingkungan
tidak dapat diterima oleh P & I Club, karena kedua hal tersebut bukan
merupakan lingkup dari CLC Convention serta Fund Convention. Selain
alasan tersebut, P & I Club juga memberikan alasan bahwa kerugian ekonomi
yang didasarkan atas angka-angka statistik saja tidak dapat di terima, sebab
yang dipentingkan di sini adalah adanya bukti-bukti yang bertalian dengan
kehilangan pendapatan, produksi dan pajak.

5. Pihak P & I Club menghendaki pertemuan lebih lanjut untuk membahas
permasalahan klaim ganti rugi tersebut di Jakarta dengan para pejabat Kantor
Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang bertindak sebagai kuasa
Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pencemaran laut tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut dari pengajuan klaim tersebut adalah
dilakukannya negosiasi antara pihak pemerintah Indonesia dengan pihak P & I

Club untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
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3. Analisa

Peristiwa tumpahnya minyak dari lambung MT. Nagasaki Spirit akibat
bertabrakan dengan MV. Ocean Blessing yang mengakibatkan pencemaran di
wilayah perairan Indonesia tersebut menyebabkan wilayah di sekitar tempat
terjadinya tabrakan serta tempat penyebaran minyak yang tumpah yaitu perairan
di sekitar pulau Langkawi di pantai utara Sumatra dan Pangkalan Berandan
mengalami kerusakan, hal tersebut disebabkan karena minyak yang tumpah
tersebut kemudian mengendap di dasar laut sehingga menyebabkan migrasinya
ikan-ikan komersial **, mematikan kehidupan serta mengganggu regenerasi ikan
dan spesies lain yang hidup di wilayah tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1
ayat (4) UNCLOS 1982 yang memberikan pengertian tentang pencemaran laut,
kondisi alam yang tampak pada saat terjadinya peristiwa tumpahan minyak
tersebut adalah termasuk dalam kategori pencemaran laut menurut UNCLOS
1982.

Apabila wilayah perairan suatu negara mengalami pencemaran yang
diakibatkan karena terjadinya tumpahan minyak, maka pihak yang menyebabkan
terjadinya pencemaran tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti
kerugian atas kerusakan yang timbul, hal tersebut sesuai dengan ketentuan article
III paragraph (1) CLC Convention, yaitu :

Except as provided in paragraph 2 and 3 of this article, the owner of a ship at
the time of an incident, or where the incident consist of a series of occurrences,
shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escaped or

been discharged from the ship as a result of the incident (garis bawah dari
penulis)

% Klaim tuntutan ganti rugi pemerintah RI kepada pihak Teekay Shipping
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Selain ketentuan di atas, dalam pasal 235 UNCLOS 1982 juga memberikan
ketentuan bahwa :

Negara-negara bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban

internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian

lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan

hukum internasional.
Dari kedua ketentuan tersebut, maka terhadap setiap peristiwa pencemaran laut,
yang wajib bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang ditimbulkan akibat
peristiwa pencemaran tersebut adalah pemilik kapal yang menyebabkan
pencemaran. Yang di maksud dengan pemilik kapal di sini adalah pemilik kapal
sesuai dengan definisi yaang terdapat pada article I paragraph (3) CLC
Convention, yaitu :

“Owner” means the person or persons registered as the owner of the ship or, in

the absence of registration, the person or persons owning the ship. However in

the case of a ship owned by a State and operated by a company which in that

state is registered as the ship’s operator, “owner” shall mean such company.
CLC Convention juga menentukan bahwa klaim atas kerugian yang diderita
karena terjadinya pencemaran laut akibat tumpahnya minyak dari kapal tidak
boleh diajukan kepada perwakilan atau agen pemilik kapal. Hal tersebut di atur
dalam article III paragraph (4) CLC Convention yang memberikan ketentuan :

.... No claim for pollution damage under this Convention or otherwise maybe

made against the servants or agents of the owner.
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Menurut data yang ada, MT. Nagasaki Spirit adalah merupakan kapal berbendera
Liberia yang didaftarkan di Monrovia. Pemilik kapal tanker tersebut adalah
Lancer Navigation Co. Ltd., sedangkan perusahaan yaang menjadi agennya adalah
Teekay Shipping (Canada) Ltd. Sehingga berdasarkan pada ketentuan pada CLC
Convention tersebut maka yang bertanggung jawab terhadap peristiwa
pencemaran yang terjadi adalah pihak Lancér Navigation sebagai pemilik kapal.
Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa klaim permintaan ganti rugi dapat
diajukan oleh pemerintah Indonesia kepada pihak Lancer Navigation Co. Ltd.
Dalam hal ini terhadap pihak Teekay Shipping Ltd. tidak bisa dimintakan
pertanggungjawaban atas pencemaran yang terjadi karena perusahann tersebut
hanyalah merupakan agen dari kapal tanker Nagasaki Spirit.

Kasus pengajuan tuntutan ganti rugi atas terjadinya pencemaran laut ini
melibatkan beberapa pihak, antara lain yaitu pemerintah Indonesia , pihak pemilik
kapal tanker dalam hal ini Lancer Navigation, pihak Teekay Shipping Ltd. yang
merupakan agen dari kapal tanker tersebut serta pihak P & I Club yang merupakan
pihak penanggung dari agen pemilik kapal tanker tersebut. Permasalahan
kemudian timbul di sini, yaitu bahwa klaim yang diajukan oleh pemerintah
Indonesia adalah diajukan kepada pihak Teekay Shipping Co. Ltd. yang hanya
merupakan agen dari kapal MT. Nagasaki spirit. Untuk itu perlu kiranya dilihat
perbedaan antara agen dengan pemilik kapal.

Perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan dapat dibedakan dalam

beberapa bidang, yaitu pemilik kapal, perusahaan perkapalan, pengusaha kapal

dan agen. Pemilik kapal adalah merupakan orang atau perusahaan yang
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mendaftarkan kapal tersebut (kapal terdaftar atas namanya). Sedangkan
perusahaan perkapalan adalah sejenis kepemilikan bersama oleh beberapa orang
atas sebuah kapal yang dipergunakan untuk pelayaran di laut dengan pembiayaan
bersama.” Mengenai pengusaha kapal, pasal 320 KUHD merumuskan
pengertiannya sebagai berikut :
Pengusaha adalah dia, yang memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut dan
mengemudikannya sendiri atau suruh mengemudikannya oleh seorang nahkoda
yang bekerja kepadanya.
Dari rumusan tersebut tampaklah bahwa seorang pengusaha kapal tidak perlu
memiliki kapal sendiri, melainkan cukup dengan hanya mengoperasikan kapal di
laut. Pengusaha kapal dapat memperoleh kapal melalui carter dari pihak lain. Oleh
karena itu, kemungkinan yang dapat terjadi terhadap seorang pengusaha kapal
adalah :
1. ia merupakan pemilik kapal, atau
2. pencarter kapal yang mengoperasikan kapalnya untuk pelayaran di laut.
Sedangkan pengertian dari agen kapal adalah :
A person who acts for, or on behalf of another (the principal) in such a
manner that the principal is legally responsible for all acts carried out under

such agency. ¥

¥ HM.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5, Djambatan, Jakarta,
1989, h. 84 — 85.

“* Alan E. Branch, Elements of Shipping, Sixth edition, Chapman & Hall, London, 1989, h.
340.
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Pada dasarnya, agen kapal mewakili pemilik kapal/master di tempat-tempat
tertentu, baik yang permanen maupun sementara. Tanggung jawab sebagai wakil
pemilik ini termasuk mengumumkan kedatangan dan keberangkatan kapal,
penerimaan kapal pada saat pengisian muatan, bongkar muat, reparasi, pengaturan
tempat sandar dan beberapa kegiatan lain yang berhubungan dengan aktivitas di
dermaga. Pada umumnya kegiatan pemilik kapal yang diwakili oleh agen ini
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan muatan (cargo), bukan tanggung
jawab apabila kapal yang bersangkutan telah menyebabkan terjadinya pencemaran
di suatu wilayah. Berdasarkan uraian bebarapa pengertian di atas, maka yang
wajib bertanggung jawab apabila terjadi pencemaran laut karena tumpahan
minyak dari sebuah kapal adalah pemilik kapal tersebut. Hal ini sesuai dengan
ketentuan yang di maksud oleh article I paragraph (3) CLC Convention. Sehingga
dapat dikatakan bahwa seharusnya klaim terhadap pencemaran yang terjadi
tersebut ditujukan langsung kepada pihak Lancer Navigation Co. Ltd. tanpa
melalui agennya.

Unsur berikut yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan ganti
kerugian adalah jenis muatan dari kapal tanker Nagasaki Spirit. Minyak yang
menjadi muatan dari MT. Nagasaki Spirit adalah merupakan minyak dengan tipe
Khafji Crude Oil, minyak jenis ini merupakan jenis minyak yang termasuk dalam
kategori 0il yang di maksud oleh pasal 1 angka 5 CLC Convention yaitu :

Oil means any persistent oil such as crude oil, fuel oil, heavy diesel oil,
lubricating oil and whale oil, whether carried on board a ship as cargo or in the

bunkers of such a ship. (garis bawah dari penulis)
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Peristiwa tumpahnya minyak dari lambung kapal MT. Nagasaki Spirit
tersebut terjadi akibat bertabrakan dengan MV. Ocean Blessing, menurut
ketentuan pasal 221 ayat (1) UNCLOS 1982 yaitu :

Tidak ada satupun ketentuan dalam bab ini akan mengurangi hak negara,
sesuai dengan hukum internasional, baik menurut hukum kebiasaan maupun
konvensi, untuk mengambil tindakan di luar laut teritorial yang sebanding
dengan kerusakan nyata atau ancaman kerusakan untuk melindungi garis pantai
atau kepentingan-kepentingan yang bertalian dengan itu, termasuk perikanan,
dari pencemaran atau ancaman pencemaran sebagai lanjutan dari suatu
kecelakaan laut atau tindakan-tindakan yang dimaksud, yang menurut dugaan
yang layak dapat menimbulkan akibat-akibat buruk yang besar.

Sehingga dapat dikatakan bahwa apapun penyebab pencemaran laut yang
menyebabkan tumpahan minyak tersebut, Indonesia berhak untuk menerima ganti
rugi yang layak akibat kerusakan yang diderita, selain itu juga berhak atas
pemulihan lingkungan lautnya seperti semula.

Prinsip yang diterapkan dalam pembayaran ganti rugi terhadap pencemaran
laut yang terjadi akibat tumpahan minyak tersebut adalah strict liability. Dengan
adanya prinsip tersebut maka pemilik tanker yang menyebabkan pencemaran
mempunyai kewajiban membayar ganti rugi. Namun, pemilik dapat terbebas dari
kewajiban sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada article II paragraph (2)

CLC Convention, yaitu :

No liability for pollution damage shall attach to the owner if he proves that the

damage :

a. resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or natural
phenomenon of an exceptional inevitable and irresistible character;

b. was wholly caused by an act or omission done with intent to cause damage
by a third party, or;

c. was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any
Government or other authority responsible for the maintenance of lights or
other navigational aids in the exercise of that function.
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Keberadan asas strict liability ini menimbulkan konsekuensi adanya compulsory
insurance (asuransi wajib) bagi pemilik kapal. Article VII paragraph (1) CLC
Convention memberikaan ketentuan bahwa pemilik kapal yang membawa lebih
dari 2.000 ton minyak (baik dalam bulk maupun cargo) diwajibkan untuk
mengasuransikannya. Sedangkan untuk képal dengan muatan kurang dari 2.000
ton, pemilik tetap memiliki pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud
oleh article V paragraph (1) CLC Convention dengan batas pertanggungjawaban
pembayaran ganti kerugian yang besarnya ditentukan sendiri. Hal tersebut sesuai
dengan ketentuan yang terdapat pada article V paragraph (1) CLC Convention
yaitu :
The owner of a ship shall be entitled to limit his liability under this convention
in respect of any one incident to an aggregate amount of 2.000 francs for each
ton of the ship’s tonnage. However, this aggregate amount shall not in any
event exceed 210 million franc.
Dalam lalu lintas perniagaan modern setiap kemungkinan timbulnya resiko sebisa
mungkin dialihkan kepada perusahaan asuransi. Terlebih lagi jika tidak dilakukan
pembagian kerugian (loss spreading) nantinya akan menimbulkan terganggunya
usaha pengangkutan minyak bumi dalam jumlah besar. Hal ini salah satunya
disebabkan karena biaya pembersihan tumpahan minyak sangatlah mahal, belum
lagi jika didalamnya dimasukkan pula ganti rugi ekologis. Keadaan demikian
didukung oleh ketentuan dalam article VII paragraph (8) CLC Convention yang
menentukan bahwa klaim ganti rugi dapat diajukan langsung kepada pihak

penanggung atau pihak lain yang memberikan jaminan.
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Membicarakan masalah pertanggungan di laut, dalam pengangkutan laut

pemilik kapal menghadapi berbagai resiko dari dua segi yaitu : *!
1. resiko atas kapal sebagai kapal (as a ship) yaitu resiko kerugian/kerusakan
kapal
2. resiko sebagai pengangkut (as carrier) yaitu resiko kerugian/kerusakan atas
barang-barang yang diangkut oleh kapal.
Pemilik barang menutup asuransi atas barangnya kepada penanggung, demikian
juga halnya pemilik kapal menutup asuransi atas kapalnya kepada penanggung.
Akan tetapi tidak semua peristiwa yang menimbulkan kerugian/kerusakan akan
memperoleh ganti rugi dari penanggung. Oleh karena itu maka dalam polis
terdapat berbagai syarat yang membebaskan penanggung dari kewajiban ganti
kerugian. Dengan konsekuensi tidak semua resiko ditanggung oleh penanggung
maka para pemilik kapal kemudian membentuk suatu perkumpulan sesama
mereka yang kemudian diberi nama Protection and Indemnity Club (P & I Club).
Perkumpulan ini memberikan pertanggungan kepada para anggotanya dari segi
pelindungan (protection) dan jaminan (indemnity).

Dari segi perlindungan, P & I Club memberikan perlindungan kepada para
anggotanya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh kapal yang tidak
mendapatkan ganti rugi dari penanggung, misalnya saja kerugian yang disebabkan
oleh kapal tetapi termasuk dalam tanggung jawab pihak ketiga. Sedangkan dari

segi jaminan, P & I Club memberikan kepada para anggotanya untuk mengganti

41 Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta,
1992, h. 169.
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kerugian yang di derita oleh pengangkut, misalnya saja kerugian atas barang-
barang yang tidak memperoleh ganti kerugian dari penanggung.

Setiap kapal dapat menjadi anggota P & I Club dengan membayar uang iuran
setiap tahunnya. Besar uang iuran tersebut didasarkan atas besarnya tonage kapal.
Dari uang iuran yang terkumpul tersebut kemudian akan diambil untuk mengganti

kerugian anggotanya (pemilik kapal) yang tidak mendapatkan penggantian dari

penanggung.

Oleh karena pertanggungan yang diberikan P & I Club kepada para
anggotanya bertujuan untuk melindungi mereka atas kerugian yang timbul sebagai
akibat dari mengoperasikan kapal, maka ganti rugi yang tercantum pada sertifikat
(polis) mengandung unsur kewajiban memberikan ganti kerugian (liability claim)
yang meliputi kerugian-kerugian sebagai berikut : *>

Untuk Perlindungan

(a) kerugian karena tabrakan kapal, yang tidak diganti oleh penanggung

(b) santunan atas kehilangan jiwa dan kecelakaan orang

(c) biaya anak buah kapal yang sakit dan/atau direpatriasikan

(d) biaya dokter/biaya pengobatan penumpang yang sakit atau kecelakaan di
kapal, bila menurut undang-undang menjadi tanggung Jjawab pengangkut

(e) biaya karantina

(f) tanggung jawab terhadap pihak ketiga

(g) kerugian atas muatan kapal disebabkan delay dan kesalahan dalam
navigasi

(h) kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh kapal terhadap dermaga,
tambatan kapal dan benda-benda lain di pelabuhan

() biaya mengangkat kapal yang tenggelam

() dan lain-lain kerugian yang tidak mendapat ganti rugi dari penanggung.

Untuk Jaminan
(a) kerugian atas barang-barang yang disebabkan oleh kesalahan penyerahan
barang (wrong delivery of cargo) kepada penerima barang

2 Ibid, h. 171
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(b) kerugian atas barang-barang yang menurut kontrak pengangkutan menjadi
tanggung jawab pemilik kapal, dan tidak memperoleh ganti rugi dari

penanggung
(c) hukum (denda) sebagai akibat dari pelanggaran (kesalahan) atas peraturan

pabean, peraturan imigrasi, peraturan kesehatan umum, peraturan
perburuhan
(d) dan lain-lain kerugian yang tidak mendapatkan ganti rugi dari penanggung
Berdasarkan penjelasan diatas, tampaklah bahwa P & I Club bertindak sebagaai
penanggung dari para anggotanya dengan mengganti kerugian yang dialami para
anggotanya dengan prinsip memberikan perlindungan kepada kapal sebagai kapal
dan memberikan jaminan kepada kapal sebagai alat pengangkut barang.

Lingkup dari CLC Convention adalah memberikan ganti kerugian terhadap
kerusakan yang terjadi akibat pencemaran oleh minyak mentah (persistent oil)
yang tumpah dari muatan suatu kapal tanker baik yang di bawa dalam bulk
maupun sebagai cargo dalam wilayah teritorial negara anggota konvensi. ** Yang
di maksud dengan pengertian kerusakan akibat pencemaran (pollution damage)
menurut ketentuan aricle I paragraph (6) konvensi ini adalah termasuk juga usaha
melakukan pencegahan atau mengurangi kerusakan akibat pencemaran di daerah
teritorial anggota konvensi termasuk juga biaya-biaya pembersihan tumpahan
minyak (oil clean-up costs), kerugian ekologis yang mencakup kerugian sektor
produksi, sektor perdagangan serta sektor sosial, selain itu termasuk juga kerugian
ekologis yang mencakup operasi monitoring serta kerugian secara ekonomi

(economic losses) dan kerusakan lingkungan (environmental losses) yang

berhubungan dengan biya rehabilitasi dan pembersihan. Konvensi ini hanya

a3 Douglas Brubaker, Marine Pollution and International Law Principles & Practice, Belhaven
Press, London, 1993, h. 155.
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berlaku terhadap kapal yang mengangkut minyak sebagai muatan yaitu tanker
pengangkut minyak.

Peristiwa tabrakan MT. Nagasaki Spirit dengan MV. Ocean Blessing tersebut
telah menyebabkan terjadinya pencemaran di wilayah perairan Indonesia yaitu
daerah sekitar Pangkalan Berandan dan Pulau Langkawi di pantai Utara Sumatera.
Akibat peristiwa tersebut pemerintah Indonesia mengalami suatu kerugian yang
tidak hanya berupa kerugian ekologis tetapi juga kerugian ekonomis. Klaim yang
dituntut oleh pemerintah Indonesia tidaklah menghasilkan ganti kerugian yang
sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan akibat pencemaran tersebut. Hal itu
nampak dengan hanya disetujuinya pemberian ganti rugi terhadap biaya
penanggulangan beserta biaya pembersihan yaitu sebesar US $ 1. 768.128,79.
Sedangkan pada kenyataannya, kerugian yang dialami oleh negara kita adalah
jauh lebih besar dari pada itu. Klaim permintaan ganti rugi terhadap kerugian
ekonomi yang dialami serta biaya pemulihan lingkungan tidak didapatkan oleh
pemerintah Indonesia.

Terhadap klaim yang diajukan oleh pemerintah Indonesia tersebut, pihak
Teekay Shipping Co. Ltd. memberikan tanggapan melalui pihak P & I Club
bahwa klaim tersebut bukan merupakan lingkup dari CLC Convention dan hal
tersebut menurut penulis tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan klaim (terlampir)
permintaan ganti rugi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia adalah berupa
biaya penanggulangan berikut pembersihan yang didasarkan pada kerugian
ekologis yang dialami serta biaya survey guna mengetahui dan menentukan

kerusakan lingkungan yang terjadi. Jumlah total dari klaim yang diajukan kepada
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pihak P & I Club adalah sebesar US $ 2.502.360,02 (nilai tukar pada saat diajukan
klaim tersebut US $ 1 = Rp 2.056,-) atau sekitar Rp 5.144.852.201,12. Jumlah
kerugian sebesar itu harus dibayar oleh pihak pencemar apabila pada saat itu
jumlahnya tidak melebihi 210 juta francs. Tetapi Jika jumlah yang harus
dibayarkan melebihi plafon yang diberikan oleh CLC Convention maka
pemerintah indonesia dapat mengajukan klaim tambahan yang diajukan kepada
lembaga pertanggunggan privat yang ada seperti CRISTAL dan TOVALOP.

Berdasarkan data yang ada, klaim yang diajukan oleh pemerintah Indonesia
tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang bisa menjadi bukti
nyata terjadinya kerugian di wilayah Indonesia. Maksudnya adalah, klaim yang
diajukan oleh pemerintah kita hanyalah berisi penghitungan kerugian ekonomis
yang dilakukan berdasarkan perhitungaan statistik bukan dokumen nyata yang
berisi data kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pemerintah daerah setempat
akibat terjadinya peristiwa pencemaran tersebut. Disinilah perlunya terdapat data
nyata yang menunjukkan pendapatan daerah asli dari daerah yang wilayahnya
mengalami pencemaran, baik yang berasal dari sektor perikanan, pelabuhan serta
sektor pariwisata yang nyata-nyata terpengaruh akibat peristiwa pencemaran
tersebut dan menimbulkan dampak turunnya nilai pendapatan daerah tersebut
selama terjadi pencemaran.

Batas pertanggungan menurut article IV paragraph (4) Fund Convention
adalah tidak melebihi dari 450 juta francs. Pembayaran ganti rugi melalui Fund
Convention dilakukan oleh International OQil Pollution Compensation Fund

(IOPC). Pembayaran klaim tersebut hanya dapat dibayarkan bila secara hukum
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klaim yang diajukan tersebut dapat dibenarkan dan memenuhi kriteria yang sudah
ditentukan oleh IOPC dan Fund Convention. Oleh karena itu klaim yang diajukan
haruslah dilengkapi dengan penjelasan, fakta dan tanda terima serta dokumen lain
yang dapat mendukung klaim yang di maksud. Dalam hal hendak menyelesaikan
prosedur pembayaran klaim, IOPC akan bekerjasama dengan pihak insurer
pemilik kapal atau pihak ketiga yang tergabung dalam Protection and Indemnity
Association. Mereka akan melakukan penyelidikan yang diperlukan terhadap
kecelakaan dan kerusakan yang ditimbulkan. Agar klaim bisa diterima oleh IOPC
Fund, maka harus ada bukti nya terhadap biaya yang telah dikeluarkan, selain itu
harus ada hubungan yang jelas bahwa biaya tersebut dikeluarkan dalam rangka
untuk menanggulangi pencemaran yang terjadi. Definisi pollution damage
(kerusakan akibat pencemaran) menurut IOPC Fund adalah meliputi juga biaya
pencegahan (preventive measure) yaitu usaha pencegahan yang diambil untuk
mencegah dan mengurangi pencemaran, termasuk juga kerugian secara ekonomis
yang berkaitan langsung dengan kegiatan di pantai dan dari laut. Terhadap
kerusakan lingkungan tersebut, IOPC Fund Assembly memberikan resolusi
penting pada tahun 1980 mengenai kewajiban memebrikan kompensasi yaitu :
.....Is not to be based on the basis of an abstract qualifiacation of damage
calculated in accordance with theoritical models. **
resolusi tersebut memberikan konsekuensi bahwa IOPC Fund akan membayarkan
klaim yang diajukan oleh claimant yang berwenang secara hukum nasional untuk

mengklaim yang telah menderita kerugian ekonomi akibat peristiwa pencemaran

“ Pietter batti, Op. Cit., h. 144
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tersebut. Namun klaim terhadap kerusakan lingkungan yang non ekonomis tidak
akan diberikan.

Tindak lanjut terhadap kompensasi menurut article IX CLC Convention
adalah hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan negara anggota
konvensi dimana kecelakaan tersebut terjadi. Oleh karena itu perlu kiranya bagi
setiap negara untuk mempunyai peraturan yang khusus mengatur mengenai
mekanisme penyelesaian perkara pembayaran kompensasi ganti rugi pencemaran
laut akibat tumpahan minyak tersebut.

Pengajuan klaim oleh pemerintah Indonesia kepada pihak Teekay Shipping
Co. Ltd. yang diwakili oleh P & I Club pada akhirnya mengharuskan kedua belah
pihak untuk melakukan negosiasi terhadap jumlah ganti rugi yang dimintakan.
Tujuan dari diadakannya negosiasi tersebut adalah untuk melakukan komunikasi
dua arah antara para pihak dengan maksud agar tercapai kesepakatan. Dalam
kondisi ini kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Penyelesaian melalui
negosiasi merupakan penyelesaian tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga
nantinya keputusan yang diambilpun adalah merupakan suatu kesepakatan yang
telah disetujui oleh para pihak. Dengan dilakukannya negosiasi ini diharapkan
bahwa keputusan yang akan diambil adalah merupakan hasil yang telah disetujui
oleh para pihak. Keberhasilan para pihak dalam mewujudkan tujuannya
tergantung  sepenuhnya pada kemahiran masing-masing pihak untuk
menegosiasikan kepentingannya. Akan tetapi ada baiknya jika penyelesaian

permasalahan klaim ganti rugi akibat terjadinya pencemaran di laut karena

tumpahan minyak ini diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.
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Namun keterlibatan pihak ketiga ini hanya terbatas kepada penentuan kerugian
ekologis serta kerugian ekonomis yang dialami, dengan kata lain penyelesaian
permasalahan tuntutan ganti rugi ini diselesaikan melalui mediasi. Maksudnya
adalah pihak ketiga ini nantinya diharapkan akan memberikan suatu masukan
yang berupa hasil penyelidikan dan penelitian yaitu sampai seberapa besar dan
parahkah kerugian terhadap wilayah yang mengalami pencemaran tersebut.
Tetapi, apapun cara yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini, perlu
diingat bahwa sistem ganti rugi pencemaran laut tersebut adalah menggunakan
asas strict liabiliry yang memakai dasar apabila terjadi suatu perbuatan yang
merugikan pihak lain maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut harus
memberikan ganti kerugian atas kerusakan yang ditimbulkannya. Dalam hal ini,
negara yang wilayahnya tercemar akan mengalami berbagai macam kerugian,
sehingga terhadap kerugian yang timbul tersebut patutlah kiranya bagi pihak
yaang menyebabkam terjadinya pencemaran untuk membayar kerugian kepada

negara yang wilayahnya mengalami pencemarn.
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BABV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran laut sangatlah merugikan bagi
kehidupan umat manusia dan lingkungannya, maka perlu kiranya terdapat
suatu pengaturan yang khusus hanya mengatur mengenai pencemaran laut
tersebut. Sejauh ini, pengaturan tentang pencemaran laut dan akibatnya cukup
memadai, mengingat bahwa perhatian dunia dewasa ini terhadap lingkungan
hidup sudah demikian besarnya. Secara internasional pengaturan tentang
perlindungan lingkungan laut telah cukup memadai dan hal tersebut tentunya
perlu didukung oleh peraturan yang lingkup pengaturannya adalah regional
(merupakan kerjasama antara bangsa-bangsa di suatu wilayah) serta
pengaturan yang berlaku secara nasional di suatu negara.

b. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara yang wilayahnya tercemar tersebut
adalah berupa pengajuan tuntutan ganti rugi kepada pemilik kapal. Pengajuan
tuntutan (klaim) ganti kerugian dapat dilakukan atas kerugian yang timbul
akibat pencemaran laut serta biaya pembersihan serta kerugian yang dialami
karena tumpahan minyak yang berasal dari kapal. Bila klaim ganti rugi
tersebut melebihi batas pertanggungan pemilik kapal menurut CLC
Convention, maka klaim ganti rugi tersebut juga dapat diajukan kepada IOPC
Fund dengan ketentuan bahwa negara yang wilayah lautnya tercemar tersebut

merupakan negara anggota IOPC Fund. Selain dapat diajukan kepada pihak

85
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yang jelas-jelas telah melakukan pencemaran juga dapat diajukan kepada
pihak lain yang dalam hal ini adalah lembaga pertanggungan privat yaitu
TOVALOP dan CRISTAL.

c. Penyelesaian kasus tuntutan ganti rugi akibat terjadinya tabrakan MT.
Nagasaki Spirit dengan MV. Ocean Blessing dilakukan dengan mengajukan
tuntutan ganti rugi kepada pihak Teekay Shipping Co. Ltd. yang merupakan
agen kapal Nagasaki Spirit. Dalam hal ini kedua belah pihak menyelesaikan
permasalahan tersebut dengan melalui negosiasi. Namun pada kenyataannya
permasalahan pemberian ganti rugi tersebut telah memakan waktu yang begitu
lama dan tidak menghasilkan ganti kerugian yang sepadan dengan kerusakan
yang ditimbulkan.

Saran

a. Disamping peraturan-peraturan internasional yang telah ada dan telah
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ada baiknya jika pemerintah Indonesia
perlu merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus
mengatur mengenai pencemaran laut yang diakibatkan tumpahan minyak yang
terjadi di wilayah perairan Indonesia. Maksud dari adanya pengaturan secara
khusus tersebut adalah untuk mendukung peraturan-peraturan internasional
yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa
Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dan bahkan beberapa wilayah
perairan Indonesia adalah perairan yang merupakan lalu lintas pelayaran
internasional, sehingga apabila terjadi peristiwa pencemaran laut yang

diakibatkan oleh tumpahan minyak diperairan Indonesia di kemudian hari,
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maka Indonesia akan mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan
tuntutan ganti rugi atas kerugian yaang ditimbulkan oleh pencemaran tersebut.
b. Upaya hukumnya adalah dengan pengajuan klaim ganti rugi kepada pemilik
kapal yang menyebabkan pencemaran terjadi. Namun pada umumnya
penyelesaian pembayaran klaim tersebut akan dilakukan oleh pihak
penanggung dari pemilik kapal. Apabila ganti rugi yang diajukan tersebut
melebihi plafon yang diberikan oleh CLC Convention, maka klaim juga dapat
diajukan kepada IOPC Fund, dengan ketentuan bahwa negara yang
mengajukan klaim ganti rugi tersebut adalah merupakan anggota dari Fund
Convention.

Terhadap peristiwa pencemaran yang dilakukan oleh kapal tanker Nagasaki
Spirit, pemerintah seharusnya mengajukan tuntutan tersebut kepada pemilik
kapal, dalam hal ini pihak Lancer Navigation Co. Ltd., bukan kepada agen
dari kapal tersebut. Tuntutan ganti rugi tersebut harus disertai dengan bukti
nyata yang dapat berupa dokumentasi yang lengkap tentang sumber daya alam
serta sumber-sumber pendapatan dari aktifitas perikanan suatu wilayah
perairan yang selalu diperbaharui, penghasilan dari aktifitas di pelabuhan,
penghasilan dari sektor pariwisata di daerah pantai dan daerah-daerah
potensial lain yang mungkin tertengaruh apabila terjadi pencemaran laut yang
terdapat di wilayah perairannya tentang peristiwa pencemaran yang dialami
beserta segala perhitungan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh negara
kita. Dengan didukung data-data yang nyata dan solid maka klaim yang

diajukan tersebut nantinya tidak hanya berupa penghitungan yang spekulatif,
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teoritis dan tidak sesuai dengan keadaan yang jelas-jelas terjadi. Selain itu
perlu dipertimbangkan pula bahwa dalam penyelesaian suatu tuntutan ganti
rugi, apabila kedua belah pihak mengadakan perundingan ada baiknya jika
melibatkan pihak lain sebagai penengah agar didapatkan suatu keputusan yang
sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Bukanlah suatu hal yang tidak
mungkin juga apabila dalam klaim tuntutan ganti kerugian tersebut
dimintakan pula ganti kerugian yang berupa pemulihan kondisi lingkungan

(recovery) terhadap daerah yang yang mengalami kerusakan.
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Damage (CLC).
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1978 tentang
Pengesahan International Convention on Establishment of an International
Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (IOPC-Fund).
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Pelatihan MARPOL 73/78, Penanggulangan Ganti Rugi Pencemaran Laut
oleh Kapal dan Pengantar International Safety Management (ISM) Code
1998, Surabaya, 20 — 24 Mei 1996.
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Buletin Informasi ICEL-Environment Law Alliance World Wide (E-Law), No.
03/1993, Jakarta.

IPIECA (International Petroleum Industry Environment Conservation) Report
Series — Dispersants and Their Role in Oil Spill Response, Volume Five,
London, 1993.
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Eksplorasi Laut Oke, HAM Bisa Overlap, Jawa Pos, 27 Oktober 1999,

Eksplorasi Laut harus Berorientasi Ekonomi Kerakyatan, Jawa Pos, 29 Oktober
1999.
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INTERNET

http//: www.bapedal.go.id

http//: www.igec.ucsd.edu
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LAMPIRAN
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- KEJAKSAAN KEURE'HEBUBITR“NDONESIA

. JAKARTA
Nomor : R-0%%/G.4/11/1994 - Jakarta, 4> Nopember 1994,
Sifat : Rahasia. K
Lampiran : 1 (satu) berkas KEPADA YTH, ;
Perihal : Klaim dalam kasus tabrakan DIREKTUR PT. POLYNESIA‘BHAKTI
' antara MT. Nagasaki Spirit JL. KEBON SIRIH NO. 16
dengan MV Ocean Blessing. JAKARTA 10110 -

DI -

JAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal- 16 Nopemher
1994 Nomor : PB/155/94 perihal seperti tersebut diatas pada
pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut ' ‘

- 1. Walaupun dengan beberapa catatan, kami dapat memahani
f sikap dan tanggapan dari principals Association Limited,,
London (The Britannia P & I Club) terhadap klaim yang‘
diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Hukum
v dari Pemerintah Indonesia, sehubungan dengan " -kasus
5 pencemaran oleh minyak akibat tabrakan antara MT.
Nagasaki Spirit dengan MV Ocean Blessing pada tanggal 19
September 1992 di Selat Malaka.

2. Menyambut baik diadakannya pertemuan antara Jaksa
Pengacara Negara dengan pihak The Britannia P & I Clﬁb,
vang direncanakan pada akhir tahun 1994 di Jakarta.

Demikian agar maklum dan atas kerjasama yang baik, kaml
ucapkan terima kasih.

AN.  JAM DATUYN

Tembusan kepada Yth

.
’

JAKSA UTAﬁAi?%DYA NIP. 230007634

1. Bapak Jam Datun (sebagai laporan); .
2. Bapak Dlrektur Jende@%%mﬁ?ﬁﬂ%B&%ﬁﬁ%Mk@&%Aur YULI BERLIANTIN
3. Bapaﬁ Deputl Bidang Pengendalian

Pencemaran Lingkungan BAPPEDAL;
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KEPADA

1. TEBEKAY SHIPPING (CANADA) LTD
Suite 2100, 200 Burrard Street
Vancouver, B.C., Canada V6C 3L6

THE BRITANNIA STEAM SHIP INSURANCE ASSOCIATION LTD
Hew City Court 20, ST Thomas, London SE1 9 RR
»Unlted Kingdom.

3. INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUND

4 Albert Embankment, London SE1 7 SR
United Kingdom.

PERIHAL
KLAIM ATAS PENCEMARAN MINYAK DI LAUT

OLEH MT. NAGASAKI SPIRIT DALAM KASUS KECELAKAAN
TANGGAL 19 SEPTEMBER 1992.

DART
JAKSA AGUNG R.I., UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH R.I.
CQ. MENTERI PERHUBUNGAN R.I. MELALUI KUASANYA

1. YOSEPH SUARDI SABDA, SH, LL.M.

skripst 2+ FARCHANNSUNK @O REHRENGEMARAN LAUT... YULI BERLIANTIN
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Untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang- dalam
hal ini diwakili oleh Jaksa Agung Republik Indonesia
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor : 53/SU/PHB-93 tanggal 2 Desember
1993 (LAMPIRAN 1), dengan memilih alamat di Kantor Kejaksaan
Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku, khususnya :

I

Article III paragraph 1 International Convention on Civil
Liability for 0il Pollution Damage (CLC, 1969);

- Article VII paragraph 8 International Convention on Civil
Liability for 0il Pollution Damage (CLC, 1969);

- Article 1V paragraph 1 International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation for

0il Pollution Damage (Fund, 1971);

- International Convention on Prevetion of Marine Pollution
from ships, 1973 and its Protocol of 1978. ( MARPOL 73/78 );

- Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentahg Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif;
- Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang UNCLOS 1982.
- Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang: Perikanan.

- Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistemnya.

- Undang-Undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
- Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan ruang,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUl Perdata)

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

SKRIPSI TUNTUTAN GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT... YULI BERLIANTIN
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bersama ini kami mengajukan klaim terhadap

1). TEEKAY SHIPPING (CANADA) LTD
Suite 2100, 200 Burrard Street
Vancouver, B.C., Canada V6C 3L6

2). THE BRITANNIA STEAM SHIP INSURANCE ASSOCIATION LTD
New City Court, 20, ST Thomas, London SE1 9 RR,
United Kingdom -

3). INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUND
4 Albert Embankment, London SE1 7 SR
United Kingdom :

yang berhubungan dengan pencemaran dan perusakan akibat tubrukan
kapal-kapal tersebut dibawah ini

1). Nama kapal : MT. NAGASAKI SPIRIT
: Call Sign : - BLIQ -~ 2
GRT : 52. 787 ,
Milik Perusahaan : TEEKAY SHIPPING (CANADA) LTD
Bendera : LIBERIA
dan
2). Hama kapal : MV. OCEAN BLESSING
Call Sign : 3 EXJ3
GRT : 82. 602 ‘
Milik Perusahaan : LOMITA SHIPPING LTD
Bendera : PANAMA

dengan ship particulars sebagai terlampir (LAMPIRAN 2)
Adapun alasan dari Klaim adalah
1. Kejadian

a. Waktu : Tanggal 19 September 1992 pukul 23.32 WIB
(16.32 Universal Time Convention / UTC)

b. Tempat : Selat Malaka pada posisi 04 33U - 098 43T

c. Kejadian : MT. NAGASAKI SPIRIT terlibat dalam ‘tubrukan

dengan MV. OCEAN BLESSING, Yang mengakibatkan

kerusakan pada tangki muaggﬁ No. 4 aiu%RUNﬂ%P 6
SKRIPSI C diTWFUMAGAYARYS BBYPRYARAY 5 “menumpahkan minyak
+ 12.000 ton serta kedua kapal mengalami

Tr o~ 3o Vo e o
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<t

Kejadian ini sebenarnya sudah diketahui: secara
luas, sekalipun demikian, terlampir kami
sertakan surat-surat sebagai bukti atas
kejadian ini ) .

1). Telegram dari Maritime Rescue Coordinating
Centre (MRCC) Australia (LAMPIRAN 3).

2). Telegram dari Air Traffic Control Bandara
Polonia, Medan (LAMPIRAN 4).

3). Fotokopi Deck Log Abstract kapal MT.
NAGASAKI SPIRIT dari tgl 10 - 19 September
1992 (LAMPIRAN‘S). :

4). Fax dari TEEKAY SHIPPING ( CANADA) LTD
tanggal 19 September 1992 (LAMPIRAN 6).

5). Fax Surat Tugas dari PT. POLYNESIA BHAKTI

ke PT. CARSURIN tanggal 21 September 1992 -

(LAMPIRAN 7).

6). Statement of Facts tanggal 23 September
1992 dari ADPEL Belawan (LAMPIRAN 8).

d. Keadaan laut dan cuaca : -

e. Type of 0il

Angin Timur laut (NE) dengan skala Beaufort 3,
kecepatan kurang lebih 1 mil/jam dengan arah
Barat laut.

Vide Weather report, gambar plotting gerakan
minyak dan arus (LAMPIRAN 9).

MT. HNAGASAKI SPIRIT telah menumpahkan minyak - sebagai

berikut

Type : Khafji Crude 0il

a. Sampel dari lokasi pencemaran

- SG
SKHRHSR

1,049
TUNTUTAN Cﬂl)l'ﬁ 8UGI PENCEMARAN LAUT... YULI BERLIANTIN

— SULFUR CONTANT v 2,12




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TUNTUTAN GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT... YULI BERLIANTIN



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

b. Sampel dari tangki muatan

- SG : 0,891
- VISE : 23,8

- FLASH POINT : 520 F

— POUR POINT . . - 269 ¢
- CCR ¢ 8,32

= SULFUR CONTANT : 2,45

Vide Laporan Hasil Analisa Laboratorium (LAMPIRAN 10).

f. Daerah Tercemar:

Jumlah tumpahan + 5000 ton minyak menyebar dengan lepgr
* 5 mil dan panjang + 70 mil. -

Terlampir sebagai bukti

1) Peta Wilayah vyang dicemari dan dipengaruhi oleh
tumpahan minyak (LAMPIRAN 11). '

2) Laporan daerah Yang tercemar (LAMPIRAN 12).

3) Laporan Pemantauan 'tumpahan minyak dan Laporan tumpahan
- minyak (LAMPIRAN 13). ’

Atas kejadian tersebut Pemerintah R.I. cq. Departemen
Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Pérhubungan Laut melakukan
tindakan pencegahan dan pembersihan tumpahan minyak Yang
terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut

a. Persiapan.

b. Mengaktifkan Crisis Centre pada Kantor Pusat Ditjen.
Perhubungan Laut (NOCOP), (LAMPIRAN 14).

c. Menunjuk dan mengaktifkan OSC Belawan dalam hal ini
Syahbandar Belawan. (LAMPIRAN 15).

d. Mengerahkan fasilitas pencegahan dan pembersihan. )

e. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak
terkait di dalam dan di luar negeri.

. Melakukan penelitian dampak pencemaran.
Membuat laporan.

Atas kejadian tersebut Negara Republik Indonesia menderita
kerusakan oleh tumpahan minyak seluas 5 x 70 mil dan
menimbulkan pencemaran dan perusakan terhadap :

: . 'LAUT... ' YULI BERLIANTIN
- Fasi3®Psb produksi BEFYINGAN! BERPENSEWARAY ‘A i nnya

- Ekosistem laut dan pantai.
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4. Besarnvya kerugian dirinci dalam bagian II, III dan IV Klaim

ini.

IT. BIAYA UNTUK TINDAKAN PENCEGAHAN DAN OPERASI PEMBERSIHAN.

(Nilai tukar pada saat kejadian US$ 1 = Rp. 2.056)

1.

N

Gambaran dari daerah Yang tercemar - (Delienasi) sesuai
dengan LAMPIRAN 11, 12 dan 13 yang didukung dengan photo-
photo (LAMPIRAN 16). :

Biaya vyang dikeluarkan untuk pembuatan peta adalah

sejumlah : Rp. 504.500,- = US$ 245,37

(LAMPIRAN 17)

Analisis laboratorium dari sample minyak di lokasi
kejadian menunjukkan jenis dan tipe minyak berasal dari-
MT. Nagasaki Spirit. '

Berdasarkan data angin, pasang surut dan arus observasi
dan plotting gerakan minyak sesuai LAMPIRAN 9, 11, 12 . dan
13 menyatakan minyak hanyut ke arah perairan teritorial
Indonesia dan pantai Timur Sumatera Utara.

Biaya analisis sample minyak : US$ 558,75

(LAMPIRAN 18).

Kegiatan:

a. Pemantauan dari udara dengan pesawat NOMAD P.808 dan
dari laut dengan KN.202-PARANG dan KN.206-GOLOK

b. Operasi pencegahan dan pembersihan dengan TB ANOMAN VI,
TB MUSI, TB UDAWA, PL KIJANG.

Cc. Operasi Salvage ‘dilaksanakan oleh SEMCO ° Singapore
dengan menggunakan TB SALVERITAS, TB SALVENUS, TB
SALVIGOUR, TB SALVALOUR, 7B SALVALET, TB SALVENTA, TB
SALVALIANT dan TB SALVERILLE.

d. Melakukan komunikasi radio, telex, telephone dan kurir
dalam negeri dan luar negeri.

e.gtpdakukan survanmapamgwnmwﬁmpﬂwﬁb%H@émaran dEHFRE LY AN
dan pantai oleh expert dari BAPEDAL, LON - LIPI dan
Ditien Perilanan (£ crarnc)
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f. Pengamanan daerah kejadian dengan KRI SIADA, KRI
SIRIBUA, KRI SIKUDA dan Kapal POL. 511.

g. Menyemprot tumpahan minyak dengan dispersant.

h. Rapat-rapat koordinasi konsultasi yang melibatkan
instansi terkait dan para ahli yang relevan.

i. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa dan memberkas
dokumen yang dllakukan di Belawan dan di Jakarta.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas merupakan metode yang
digunakan dalam penanggulangan pencemaran minyak akibat
tubrukan tersebut.

Alasan dipilihnya metode kerja ini

- Metode tersebut efektif unLuk mencegah dan memperkecil
penyebaran tumpahan mlnyak dan ancaman pencemaran di
Perairan Indonesia.

- Penggunaan dispersant sesuai bagi minyak Khafji Crude
0il yang mempunyai titik beku rendah.

- Tindakan pencegahan serta pemﬁersihan tersebut sesuai
dengan National Contingency Plan.

Biaya

ad a. Pemantauan udara dengan menyewa pesawat NOMAD P.808
sejak tanggal 20 September sampai dengan 29
September 1992 selama 10 hari € 2 jam.

10 hari x 2 j am x Rp. 1.440.000 = Rp. 28.800.000
= US$ 14 007,78
(LAMPIRAN 19).

Pemantauan laut dengan menyewa KN.202-PARANG setiap
2 hari sekali ke lokasi sejak tanggal 20 September
sampai dengan 20 Nopember 1992.
34 hari x 24 jam x Rp. 925.200 = Rp 754.963.200
= US$ 367 OONﬂN
SKRIPSI [, AMP I RAN ZHJNI%TAE@%H W\%P%%I\{IARAN LAUT... YULI BERLIA
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Pemantauan laut ‘dengan menyewa KN 206-GOLOK setiap 2
hari sekali ke lokasi sejak 20 September sampai
dengan 20 Nopember 1992.

35 hari x 24 jam «x Rp. 925.200 = Rp. 777.168.000
US$ 378 000:

" (LAMPIRAN 21 jo LAMPIRAN 33).

Pencegahan dan pembersihan dengan menyewa TB ANOMAN
VI sejak 21 September sampali dengan 1 Oktober 1992
(selama 11 hari).

11 hari x 24 jam «x Rp. 925.200

Rp. 244:252.800
Us$ 118 800

1

(LAMPIRAN 22 jo LAMPIRAN 33).

Pencegahén dan pembersihan dengan menyewa TB UDAWA
sejak 21 September sampai dengan 23 September 1992
(selama 3 hari).

3 hari x 24 jam x Rp. 246.750

1}

Rp. 17.766.000
US$ 8 641,05

(LAMPIRAN 23 jo LAMPIRAN 33).

Pencegahan dan pembersihan dengan menyewa TB MUSI
sejak 21 September sampai dengan 23 September 1992
(selama 3 hari).

3 hari x 24 jam x Rp. 164.500

Rp. 11. 844.000
"Us$ 5 760,70

(LAMPIRAN 24 jo LAMPIRAN 33).

Pengangkutan personil ke 1lokasi kejadian dengan

menyewa PL KIJANG sejak tanggal 21 September sampai

dengan 23 September 1992 (selama 3 hari).

1 hari x 24 jam x Rp. 164.500 = Rp. 3.948.000
= Us$ 1 920,23

(LAMPIRAN 25 jo LAMPIRAN 33).

ad d. Biaya administrasi dan komunikasi
- Telephone

a. Oktober = Rp 9.787.525.~
b. Nopember = Rp 1.018.765.-

Rp 588.940. -
c. Desember = Rp 869.605.~

Rp 755.040.-

skrips) Jumlah TUnTUTAR BanTiRbEPERcEARANLAUT. = US$ YU BSE RWER

(LAMPIRAN 26)
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- Typist K
20 hari x 4 orang x Rp. 50.000 Rp. 4.000:000

US$ 1 945,52

(LAMPIRAN 27).

ad f. Pemantauan dan pengamanan dengan menyewa 3 kapal TNI
AL (KRI SIADA, KRI SIKUDA, KRI SIRIBUA masing—masing
4.400 PK) sejak 20 September sampai dengan 29
September 1992 (selama 3 hari).
3 x 10 hari x 24 jam x Rp.925.200

H

Rp. 666.144.000 .
US$ 324 000

Pemantauan dan pengamanan dengan menyewa kapal POL '
511 sejak 20 Septehber sampai dengan 29 September
1992 (selama 9 hari). :

9 hari x 24 jam x Rp. 925.200

Rp. 199.843.200
us$ 97 200

i

(LAMPIRAN 28 jo LAMPIRAN 33).

ad g. Biaya rapat dan koordinasi.
20 kali x 30 orang x Rp. 50.000

Rp. 30.000.000
US$ 14 591,43

il

(LAMPIRAN 29).

Jumlah hari kegiatan pencegahan dan pembersihan dari
tanggal 20 September sampai dengan tanggal 30 Nopember
1992 adalah 72 hari, sesuai dengan jurnal kegiatan OSC dan
HOCOP.

(LAMPIRAN 30) : - jurnal 0SC, jurnal NOCOP.
" = persetujuan ijin berlayar MT. NAGASAKI
SPIRIT.

— laporan dari expert dampak lingkungan.

Biaya Tenaga Kerja.
a. NOCoPp Jakarta

1. expert
11 orang x 72 hari x 8 jam x US$ 20

US$ 126 720

2. supervisor
10 orang x 72 hari x 8 jam x US$ 15

]

Us$ 86 400

SKRIPSI TUNTUTAN GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT... YULI BERLIANTIN
operator

4 orang X 72 hari x 8 jam x US$ 12

I

uss$ 27 648
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1. administrasi
2 orang x 72 hari x 8 Jam x US$ 8 = US$ 9 216

5. caraka
2 orang x 72 hari x 8 jam_x Uuss$ 6

I
<
&3]
“
N
L
-
N

il

<

n

R
N .
w
(o))
@
Yol
()]

Jumlah (a)

(LAMPIRAN 31 : Dasar Perhitungan :
LAHPIRAN 14 : Jumlah dan klasifikasi personil)

b. POSKOLOK
1. expert
4 orang x 72 hari X 8 jam x US$ 20

us$ 46 080

2. supervisor
4 orang x 72 hari x 8 jam x US$ 15

Us$ 34 560

3. operator

4 orang x 72 hari x 8 jam x Uus$ 12 = US$ 27 648 -
4. administrasi

6 orang x 72 hari x 8 jam x Us$ 8 = US$ 27 648
5. caraka .

6 orang x 72 hari x 8 jam x US$ 6 = US$ 20 736

Jumlah (b)

U
<
w0
-
[
82}
(%2}
3}
~
N

(LAMPIRAN 31 : Dasar Perhitungan
LAMPIRAN 14 : Jumlah dan klasifikasi personil)
Jumlah (a) + (b) . = US$ 413 568

Biaya perjalanan.

Biaya perjalanan dan lumpsum tenaga ahli dari Jakarta ke
lokasi kejadian Medan / Belawan.

1). Adir ticket, taxi dan luggage
19 orang x US$ 486

i

Us$ 9 234

2). Transportasi dan Lumpsum export
Rp. 7.725.300.- = US$ 3 757,44

SK I[ﬁé}NPI RAN 32) *"TUNTUTAN GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT... YULI BERLIANTIN
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Biaya Peralatan

Sewa Megaltor pump dan Sprayer dlupersant .
2 hari x Rp.32.150 Rp. 64.300 = US$ 31,27
(LAMPIRAN 33). '

Biaya Bahan.

Untuk membersihkan minyak vyang menuju pantai Timur
Sumatera dipakai bahan kimia berupa dispersaﬁt 200 1liter
merk COREXIT type BP 1100 X dan 200 liter merk COREXIT
type BP LTX 100.

400 liter x Rp. 12.000 = Rp. 4.800.000 = US$ 2 334,63
(LAMPIRAN 34).

Jumlah sub total II = US$ 1 768 128,79

KERUGIAN EKONOMI.

Tumpahan minyak dari MT. NAGASAKI SPIRIT yang menyebar

dipermukaan laut, dan bergerak mendekati kearah pantai
Sumatera Utara serta vyang mengendap di dasar laut
mengakibatkan migrasi dari ikan-ikan komersial dan dapat

mematikan kehidupan species-species yang kecil dan lemah
serta mengganggu regenerasi ikan dan species lalnnya {larva,
gamet, fin fish, benthos dan lain-lain).

HNSI cabang Medan telah menyatakan bahwa kerugian ekonomi
yang diderita nelayan setempat -mencapqi sekitar US $
2.400.000.000 (vide LAMPIRAN 35).

Usaha untuk meminimalkan kerugian ini terhambat oleh
faktor - faktor sebagai berikut

- Tubrukan kapal terjadi di malam hari dan ditempat vyang
sulit dijangkau oleh Response Team ;

- Tubrukan tersebul mengakibatkan terjadinya kebakaran,
sehingga kegiatan utama dalam menanggulangi akibatnya
diarahkan pada wusaha wuntuk memadamkan kebakaran dan

mencegah membesarnya kebakaran.

Sepanjang vyang dapat diamati, Kerugian ekonomi diperkirakan
sebagai berikut : . '

1. Penurunan pendapatan masyarakat sejumlah Rp. 556.854.909
' = US$ 270 843,82
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N

Penurunan hasil produksi sejumlah Rp. 410.881.886
US$ 199 845,27

]

(LAMPIRAN 37 jo LAMPIRAN 39).

3. Penurunan pendapatan Pemerintah Daerah
sejumlah Rp. 27.842.645,- = US$ 13 542,14
(LAMPIRAN 38 jo LAMPIRAN 39). e

Jumlah sub total III

US$ 484 231,23

Perhitungan ‘tersebut dilakukan dengan memakaii metoda
statistik. (LAMPIRAN 39).

KERUGIAN EKOLOGI.

Untuk kepentingan ini, sesuai dengan ketentuan Konvensi
Brussels 1961 dan pasal 20 ayat 2 dan 3 UU No 4 Tahun 1982
Lentang ° Lingkungan Hidup, penuntut klaim mengajukan

permohonan agar dilakukan penelitian / survey bersama

mengenai:

1. Kerugian ekologi yang diakibatkan oleh pencemaran dan
perusakan lingkungan laut ;

2. Program/proyek yang relevan untuk meneliti, menganalisis
dan menghitung biaya pemulihan lingkungan.

Biaya penelitian/survey bersama ini menjadi tanggungjawab
pihak polluter/insurer.

Besar ganti kerugian yang dituntut meliputi

- Ganti kerugian atas kerugian ekologi yang nyata-nyata
diderita; dan :

- Pembavyaran biaya vyang diperlukan untuk pelakéanaan
program/proyek perbaikan/pemulihan lingkungan - hidup.
Ganti kerugian tersebut harus dibayar sesudah ditentukan
besarnya berdasarkan hasil penelitian/survey bersama.
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T UNTUTAN.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini kami mengajukan
tuntutan sebagai berikut:

1. Agar segera dibayar biaya yang dikeluarkan untuk operasi
pencegahan dan pembersihan sejumlah US$ 1 768 128,79 (vide
bagian II diatas)

2. Agar segera dibayar ganti kerugian atas kerugian ekonomi.
yang sudah dapat ditaksir, sejumlah US$ 484.231,23 (vide
bagian III di atas)

3. Agar disediakan biaya. sejumlah UsS$ 250.000 untuk
kepentingan pelaksanaan survey bersama dalam menentukan:

a. Pencemaran/perusakan lingkungan hidup yYyang terjadi
sebagai akibat kejadian sebagaimana dimaksud dalam
bagian I diatas.

b. Program/proyek yang diperlukan bagi pemulihan lingkungan
hidup tersebut;

4. Sesudah penelitian/survey bersama tersebut dilaksanakan,
agar segera membayar ganti kerugian atas kerugian ekologi
dan  pemulihan lingkungan hidup, yang jumlahnya ditentukan
atas dasar hasil penelitian / survey bersama tersebut.

~

Jakarta, I?‘ Mei 1994

'KQASA PEMOHON KLAIM

. YOSEPH SUARDI SABDA, SH LL.M

FARCHAN SUNYOTO, SH LL.M
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EXPORTS — IMPORTS — AGENCIES

Correspondents of (Address 16, JI. Kebon Sirih, JAKARTA 10110
Pratection and In. Phones : 3843656 (5 lines)
demnity Assoclation 3852771, 360623
(P & I - Ciluby) Fax ¢ 62.21.367527
62.21.3843885
Ourrclerence : P1/242/92/] Cive | 638 HELLAS 14

Cable : POLYBA JAKARTA
Your reference Dom--

Date : 3] Mej, 1994.
Qurletter No. . FB/076/94

Kepada

Yth. Bapak Yoseph Suardj Sabda, S.H., LLM.
Bapak Farchan Sunyoto, S.I., LL.M.

d/a Jaksa Agung Muda

Perdata & Tata Usaha Negara

Kejaksaan Agung R.I.

JI. Sultan [lasanudin No. |

Kebayoran Baru

Jakarta Selatan
Dengan hormat,

Perihal @ Claim bcrhubungan dengan tabrakan antara M.T. "Nagasaki

Spirit" dan m.v. "Qcean Blessing" pada 19 Sceptember 1992,

-

lersama ini kami tegaskan bahwa kami telah menerima klaim Bapak tertanggal 17
Mci 1994 yang ditujukan kepada

1. Teekay Shipping ( Canada ) Lid., Vancouver B.c. Canada V6C 3L6.
2. The Britannia Steam Ship Insurance Associalion Ltd., London.
3. International 0jl Compensation I'und, London, U.K.

Mengingat bahwa tidak ada satu pun darj perusahaan-perusahaan tersebut diatas
memahami bahasa Indonesia, sedangkan baik rincian klaim Bapak berikut
dokumen-dokumen pendukungnya semua adalah dalam Bahasa Indonesia, maka pada
phase ini kami hanya baru dapat mengirim dengan Fax tindasan dari surat
penpantar Bapak tertanggal 17 Mej 1994 kepada The Britannia . & I. Club di London,

karena mereka-lah yang merupakan principals kami secara langsung.

ENC.
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Adapun permintaan kamj kepada principals kami tersebut apak

membuat terjemahan lengkap dalan bahasa Inggeris darj dokumen-dokumen

pendukung yang bersangkutan yang jumlahnya sangat besar ( timbangan masing-

masing file dokumen pendukung adalah > kg ), hal mana jelas akan memeriukan
waktu cukup lama, alau unuk Sementara waktu kami hanya memberj keterangan
singkat dari (’J()kun]cn~(l()kLlmcn tersebut sedangkan tcrjemahannya dapat menyusu|
Kemudian,  [a yang terakhir adalah Yang disetujui oleh Club, hal mana akan
memberi kesempatan pada Club uniuk mempelajari klaim Bapak tanpa kehilangan
terlampau banyak wak(u.

Mengingat bahwa kapal M.T. "Nagasaki Spirit" milik Teekay Shipping adalah
anggauta darj The Britannia p. & 1. Club Yang berarti bahwa langgung jawab pemilik
kKapal tersebut terhadap pihak ketiga ditangani sepenuhnya oleh Club tersebut,
maka kami mohon persctujuan Bapak agar kami tidak meneruskan klaim Bapak
kepada pemilik kapal tersebut, yaknj karena kedug pihak tersebut dapat dianggap
schagai satu badan, hingga klaim yang diajukan dalam rangka CLC ditangani penuh
oleh Club.

Kemudian kami diberitahiukan oleh Club bahwa klaim inj adalah juga dijluar bidang™ -

( "scope" ) dari International 0jj Pollution Compensation Fund, maka kami pun
mohon persetujuan Bapak agar supaya kami tidak meneruskan klajm Bapak berikut
dokumen-dokumen pendukungnya kepada Badan International tersebut,
Demikianlah penjelasan kami untuk sementara waktu dan kamij akan
memberitahukan Bapak selekasnya ada berita-berita lebih lanjut.

Atas perhatian serta bengertan Bapak kaunj ucapkan banyak terima kasih.
Hormat kami,

Pmene

Soeharto, S.1J.
Direktur

RMS/as
YULI BERLIANTIN
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KEJAKS AAN TREUPRE HEBUBTH TND O NESIA

JA K ARTA

Homor
Sifat
Lampiran
P@rihql

Tembusan

1.
2

©

Bapak
Bapak
Ar s

B-001/6/1994

Jakarta, 30 Juni 1994

Biasa

- KEPADA YTH.

Claim berhubungan DIREKTUR pT. POLYNESIA
dengan tabrakan BHAKTI ‘
antara M.T.Naga- DI -

saki Spirit dan
M.V, Ocean Blessing
pada 19 September 1997,

Dengaxxl\ormat,

Memenuhi
dan PB/076/94
Lersabut
sampailcan

Saudara
tanggal 31 Mei.
pada polkol surat
hal—hal_sebagai ber

surat

1. Kami ucapkan terima
PT. Polynesia Bhakti untulk
kKlaim Pemerintan Republik

kasih

JAKARTA

Nomor P1/242/92/7J
1994 perihal sepeorti

. bersama ini kami

ikut

atas kesediaan
membantu pemrosesan
Indonesia sehubungan

dengan kasus bencemaran laut akibat tabrakan
M.T. MNagasalki Spirit dengan M.v. Ocean
Blessing.
2. Memperhatikan Saran Saudara, maka
2.1 untuk  sementara vaktu, |kami bersedia
untulk tidak meneruskan klaim kami kepada
Porusahaan Teskay Shipping (Canada) Ltd.
2.2, mengenai hubungan dengan Internasional
Oil Pollution Compensation Fund, Jkami
altan mengupayvakan claim secara
Lersendiri.
Demikian agar maklum dan terima kasih atas
perhatiannya.
Hormat kamj,
et
AT SM\

KUASA PEMOHON KLAIM

| Gtk

\ L. Yoseph Suardi Sabda, SH.LL.M
5 ‘_., . //’__'
— 9 g e —— T
- 97/ //7?7“21-‘—-"4
o s - PR,
2. Farchdan Sunyoto, SH.LL.M

Kepada yvth

JAM DATUN

Direktur ppj pada JAM DATUHN
ip

FUNTUTANGANTI BRUGI PENCEMARAN

LAUT... YULI BERLIANTIN
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. JAKARTA
flomo1: : R-019/G.4/8/1994 Jakarta, 31 Agustus 1994
» Sifat : Rahasia
- Lampiran : - KEPADA YTH.
Perihal : Klaim dalam kaitannya DIREKTUR PT. POLYNESIA
dengan kasus tabrakan BHAKTI
antara M.T. Nagasaki J1. Kebon Sirih 16
Spirit dan M.V. Ocean DI -
Blessing pada 1% Sep- JAKARTA
tember 1992. ememee—ee—

Sehubungan dengan klaim seperti tefsebut pada
pokok surat yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara
pada tanggal 17 Mei 1994, bersama ini kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut ‘

1, Sampai saat ini, telah lebih dari 3 (tiga) bulan
sejak klaim diajukan, kami tidak meherima “berita
lebih lanjut tentang proses penyelesaian klaim
tersebut, selain dari surat PT. Polynesia Bhakti
Nomor : PI/242/92/J - PB/076/94 tanggal 31 Mei 1994
yang memberitahukan telah diteruskannya klaim
tersebut kepada the Britannia P & I Club di London.

2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, klaim vyang
kami ajukan telah dilengkapi dengan alat-alat bukti
(data pendukunyg) yang diperlukan, sehingga
penelitian kebenaran isinya tidak memerlukan waktu
yéng relatif lama.

3. Memenuhi permintaan PT. Polynesia Bhakti, kami
telah menyetujui untuk menangguhkan pengajuan
%laim terhadap Teekay Shipping Ltd. (Perusahaan
pemilik MT. Hagasaki Spirit). Namun, perlu diingat
bahwa menurut Kketentuan - hukum Indonesia, yaitu
pasal 742 KUHD tuntutan penggantian kerugian vyang
ditimbulkan oleh tabrakan kapal harus diajukan
dalam lenggang waktu 2 (dua) tahun sejak peristiwa
tabrakan terjadi.

4. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 3, kami
mohon bantuan Saudara agar klaim kami dapat
diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 17
September 1994, karena berdasarkan ketentuan pasal
742 KUHD tersebut, klaim kami akan menjadi
daluwarsa pada tanggal 18 September 1994. Jika -
sampal tanggal tersebut klaim Pemerintah Republik
Indonesia masih belum dapat diselesaikan, maka

‘ - : ) ’ T . . e 2 el T TR 2T T F
W - E
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untuk mencegah kadaluwarsa kamj terpaksa

mendaftarkan gugatan atas perkara ini di Pengadilan

vyang berwenang.

(@3]

Perlu kami jelaskan bahwa sekalipun atas perkara

ini telah diajukan gugatan perdata ke Pengadilan,
tetapl proses negosiasi dapat terus dilanjutkan,

sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR

penyelesaian secara damai dalam perkara perdata

‘harus tetap diusahakan.

Demikian untuk menjadi maklum dan
kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR PEHULIHAN{DAN ERLINDUNGAN HAK

“TIAMDATUN KEJIAKS

R

)

'-"v‘:‘

0] : ,.' //

SKNTOSE WIWOHO, SH

IAKSA-TTAMK MADYA NIP. 230007634

-~

i

e

embusan_kepada Yth

Rapak JAM DATUN (sebagai laporan)
Jaksa Pengacara Negara yang ditugaskan
ATrT s ip .-
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P.T. POLYNES|A BHAKTI

EXPORTS

Corresponden(s of
Protection nng In.
'h:nmll) Assoclation

(F & 7 - Cluhs)
Ourreference 1.1]'/‘?42/'92//‘7
Yeur reference
O letter Mo,

F8,/1339,94

Repadsg
Yeh. Bapak Direktyr
dan Per] indungan Halk

J1,
Kebayoran Bary

Ja lm.z;l;a__‘ia.m.ml].

Dengan lormat,

Perihal

R~019/G.i/&/1994

> Rlaim dalam
Labrak

—lMPORTS-AGENCES

Address
Phones

IFax

Telex
Cable

Date

Femulihan
Jam Datun
Kejaksasn Agung Republijy
Sultan Hasanudin No.

Indonesia
1

an-antarva N.y.

: 16, J1. Kebon Sirih, JAKARTA 10110
3843656 (5 lines) :
3852771, 360623
1 62,21, 3457527
62.21. 3843885
T 46383 HIELLAS IA
: POLYDBA JAKARTA

S Oktobey 19394

knjtannyn dengan kasus
“Nagasaki Spirit"

dan.

NV e an _flessi 11/_!;4411da*LﬂﬁSyepJ;emb_ez_LQ&i._

Nenoungok
bvritghukan bahwg
Llre LBritannia Steamshjp
havapkan mereka dapat
rersnalan

;.
1

Sementars
Peckayr Shjppjng
K3rena 1tu  tidak
Ssjsnjutnyn dije]askan
“Wogasali Spirit”
Clharveboat c/)az't01'01')
Hanager dapi kapal inj

e

Untuk Jelasn
h?rsnngkninn tertanggal
demikian maka
dilakulean aoleh Prine

R
Sy et
Pesetar

Psda Perihal
a kamj menerima
Ini pada gkhip
1ty Frincipsls kam i nengingatkan
(Canada)
1a
adalalh
addal

adalah Teckay Ship

ya kami

ipals

diatas
berita fax dari
£o& T, Club o110
memberikan “vrelimji
bulan inj

tersebyt

nary

Litd.
hubungann ya

brincipals
Lancer

5
a0

dengan
O]eh

Navigation
Nagasalki Spirit

Tanpivkan rhotoe
4 Oktober 18384 .
renyvelesaian Klaim
kami Britannia

opy darj

ini

sehubungan dengan coverage CLCnya.

SKRIPSI
NKERS: RMERICAN EXPRESS 1.n.C.

dengan
Principals
Yyang menyatakan bahwg
views"
Cakhir Oktobeyr

sekali
adalah hanya Agtent

kami bahwa
dan
Ine.,
Ping Ltd.,.Nassau.

£.&.T.

keami
kami

ini

mengenai
1984 ),

lagi bahwa
kapal dan oleh
rersoalan jnjg.
bemilik darj
Pencarternys
sedangkan

berita fax yang

Slran
London

nantinya
Club

Hormat¢ ltami,
£.T. FOLYNESTA BHAKTT

\

/—DLLjuva“

S.&EI‘W

Dirvektur

T..
TUNTUTAN GANTI RUGI PENCEMARAN LAU
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FAX 62 21 apqanpy

POLYBA JALARTA ! @ont

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA i
ACTIVITY REPORT |

i:?;i> i S
RECEPTION 0K INCOMING TELEFAX

TRANSACT 101 i 3?2 [uma -5 0CT 1994

~em—— .

CONMECTION TEL 0714033042 ( LOPY FAX neo gy
w—
CONNECTIOM 10 a3 COPY FAX RO py
START T1HE 1004 20:52 ( nv Fax nnp v |
USAGE T1NE 00" 44 et
PAGES 1 1916
SEST WO Communications Dept 1 410291 1 14:54 5Tindall Riley & Depin 62 21 3643605:# 1/ |
e .
L orax 1o ronenrsta BHAKTT = JAKARTA FROM BRITANNIA P&I CLUB,LONDON
Fax No. 071-403 1943
Telephona No. 071-40% isee
Rastinatlion fax ne: sc:aa M/B Puges incl, this 3

“u. Teekay Shipping (Canada) Ltd. - Vancouver
Attn: vinay/pev Hildebrand ~ Ingurance Dept
Fax : 5Cr22 M/A ,

oo International Tanker Ownoers FPollution Federatlon - London
Attn: Hr.Brian pioks
Fax @ 8C:114 M/B

Pate 1 4 Ontohar 1994

o

httn: H.Taounas
Oraf: TJF/3/92/3043/pnc
Yiof: PL/242/92/3

YHAGASAK] SpPIRIT" C/W "OCBEAHN BLEBSIHGY
nt Malacon Stralts 19.9.92

TYF 4th Novumbar 1934,

vie certalnly hope to ba In n position to provide you with preliminary views
regarding thils matter by the end of this month.

We Lnke thin vppurtunity to remind you that Teokay Shipping (Canada) Ltd.
are notk concernad with Ehig mattar. The owner of the "Nagamak) Spirit" was
Lapter Uavigation and her bareboat charterer wag Hagasaki Splrit Inc.
Teokny Shlpping ntd., hsssau wers managere of this ship. Teskay Shipping
in Canada arne hgents only and are therelore not concerned. ‘

This sheuld be scademlc given that wae have avked for olalme to oe dealt
with by the Association since cover for CLC clalms is provided.

Rognrds,

T.J. Fullav

4 . . LIANTIN
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P.T. POLYNESIA BHAKTI

EXPORTS - IMPORTS — AGENCIES

Correspondents of Address
Protection and In-
demnlty Assoclation
(P & I - Clubs)

: 16, JI. Kebon Sirih, JAKARTA 10110
Phones : 3843656 (5 lines)
3852771, 360623

Fax 1 62.21. 3457527
62.21, 3843885
Our re[c[cnce . 1)1/242/92/., ' Telex : 46383 HEIJ,IZRAS 1A )
11'0191611/8/1994 Csble : POLYBA JAKARTA .
Your relerence :
« PB/155/94 Date 16 November 1994

Qur letter No.

Kepada :

Yth. Bapak Direklur Pemulihan

dan Perlindungan Hnk Jam Datun
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
JI. Sultan Hasanudin No. 1

Kebayoran Baru

Jakarta Selalan

Dengan hormat,

Peribal : Klaim dalam kailannya dengan kasus labrakan anlara M.V, "Nagasaki
Spirit"  dan M.V, "Ocean Blessing" pada 19 Seplember 1994.

Beraama ini kami lampirkan tindasan dari surat tertanggal 31 Oktober 1994 yang baru kani lerima
dari principals kami The Brilannia Stean Ship Insurance Association Limiled, London, yang lazim
disebul The Britannia P.&.1. Club.

Agar supaya lebih inudah unluk mempelajari apa yaug dikemukakan dalam sueal tersebut, maka
bersama ini kami sampaikan ringkasannya yakni sebagai Derikul :

-. Klaim diajukan kepada Teckay Shipping (Canada) Limiled yang bukan pemilik dari kapal
"Nagasaki Spiril", telapi hanya merupakan Agen dari Managers (Pengelola) dari kapal
lersebul. Selain dari itu pewilik dari kapal "Nagasaki Spirit” kini tidak lagi merupakan
anggola dari The Britannia Steam Ship Insurance Association, namun demikian principals

knmi tersebut akan melanjutkan pennoganan klain yang bersugkulnn berdasarkan penentunn
CLC 1969.

-. Principals kauni mengerti bahwa Pemnerintah Indonesia telah mengeluarkan ongkos-ongkos
yang dapat diperoleh kembali, naunun principals knmi harus menlaali ketentuan-ketentuan
dari CLC berikut pengelrapannya dan hatus pula memperhatikan norma-norna dari
masyarakal intetuagional, dari IOPC Fund dan dari rekan-iekan P.&.1. Club mengenai dapat
diterimanya klaim-klaim berlalian dengan kerusakan karena polusi minyak.

SKRIPSI TUNTUTAN GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT... YULI BERLIANTIN
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2

Maka hal-hal yang dikemukakan sclanjulnya harus dilihat dalam rangka dan dari sudut
tersebut dialas.

Tubrukan antarn NAGASAKI SPIRIRT dan OCLEAN BLESSING lerjadi pada langgal
19.9.1992 tengal malan pada posisi 4 * 33' Ulara dan 98 ° 43 Tunur, yaitu lerletak diluar
peraitan terilorial, telapi didalam zone ekonomi Indonesia |

Pengamalan-pengamatan yang dilakukan oleh Angkutan Laut Amerika Serikal dan pira
perwakilan dati Internasional Tuwker Owners Pollution Federalion menunjukkan babwa
tumpahan minyak mula-mula bergerak ke Jurusan Baral-Laut dengan jarak sekitar 25
naulical miles sejajar dengan pantai Indonesia. Bagian terbesar dari tumpaban minyak itu
kemudian menghilang (imenguap), namun pulau Langkawi dan panlai Malaysin yang lerdekal
masil lerkena.,

P.&.I Club mengharap bahwa claimant dapal memnberi buk(i bahwa lumpahan minyak
metastki perairan lerilorial Indonesia, yakni dengan memperlihatkan pada pertemuan di
Jakarla pada P.&.1. Club bukti-bukli sebagai photo-pholo alau rekaman video.

P.&.1. Club kemudian memberi komenlarnya scbagai berikut :

Biaya Penanppulanpan berikut Pembersiban - USD.1,768.128.79.-

Untuk musibah sebesar ini suatu pemantauan dari udara sangal dapat dimengertli dan
oleh karena itu klaim yang Lersangkutan dapal disetujui oleh P.&.1. Club.
-. Lain sonlnya dengan pemantavan dari Jaut yang lebily sulit untuk dibenatkan, apalngi
dimana sualu pemantauan udara yang ter-koordinir telal dilakukn,
Dalaun hal ini jumlah yang diklaim uituk pemakaian kapal-kapal guna melakukan
pemantavan di laut adalah sangal linggi. ;
Mungkin rincian dapal diberikan lenlang pekerjann yang dilakukan oleh 2 kapal
nelayan yang bersangkulan dan baban-balyu pendukung lebil lanjut dapat diberikan
uatuk membenarkan jumlab yang diklaim.
- Biaya-biaya yang diklaim unluk Administrasi berikul Komunikasi untuk jangka
waktu 90 bati dianggap sebagai sualu jangka waklu yang, sangal panjang bila dilihat
dai sudut tindakan-tindakan yang diambil untuk menavggulangi tumpahan minyak
yang bersangkulan.
Mungkin tercakup dalum jangkn waklu ilu tindakan-Gudakan lain yang lidak
termasuk (dilindungi) olely CLC 1969.
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- Jumlnh yang cukup besar di-kjajim unluk pemakaian kapal guna metyjnpa keamanan,
Pekerjnan demikinn walaupun mungkin perlu karena ndanya salvage operalion,
namun tidak termasuk dala bidang CLC 1969.

-. Peketjaan pembersilay di Jaut wemerlukan waklu yang relalif singkal dan lergantung
pada penjelasan-penjelasan lebil lanjut tentang pekerjaan apa lelah dilakukan dan
diskusi mengenai larif-buif yang di-kloio, .&.1. Club mengharapkan bahwa klaim
yang bersangkulan dapal mereka tetinga » sedikit-dikilnya sebagian dari klaim ybs.

- Pemakaian alal-alat dan dispersants adalah sesuaj dengan apa yang Clul bayangkan
unluk penanggulangan tumpahan minyak yang lerjadi.

-. P.&.1 Club ingin diberi penjelasan lenlang pertemuan-pertemuan yuig dilakukan
dalam jangka wakly yang betjumlah 20 hari dan dihadii oleh 30 orung. Mungkin
sebagian dari klaim inj dapal diterima oleh P.&.1. Club, walaupun masih diperlukan
penjelasan (entang maksud/tujuan dari perlemuan-perlemuan tergebut.

Peran dari para experl, supervisor, lenaga administrasi, carnka dan on-site
personnel, masih perlu diberikan penjelasan lebih lanjut, begilupun diperlukan
penjelasan lenlang jangka wakty yang dipergunakan,

Mungkin iui barus dibagi anlasa npa yang dapat masuk CLC 1969 dan apa yang
barus dianggap scbagai aklivilas lain-lain. (di luar CLC 1969).

Kerugian Ekonomi_ - USD.484.231.23 - .
P.&.1. Club menjelaskan bahwa kerugian ekonomi secara theorilis atay spekulatif
tidak termasuk dalan bidang kerusakan karena polusi dan oleh karena ilu tidak
dapal dilerima baik oleh CLC 1969 alaupun gleh Fund Convention.

Kerugian ekonomi aklual berdasarkan angka-angka stalistik mungkin dapal dilerima

dan oleh karenanya adalal, penting bahwa adanya bukti-bukti bertalian dengan
kehilangan pendapatan, produksi dan pajak. Untuk itu I'.&.1 Club mohon diberikan
pada pertemuan yang akan dalavg di Jakarla, dokumen-dokumen pendukung secara
lengkap agar supaya klaim yang bersangkutan dapal dianalisa dan dipertimbangkan
secara baik.

Survey bersaa puna enenlukan kerusakan lingkungan - USD.250,000.-
Biaya untuk melaksauakan survey sebagai dimaksudkan oleh claimant, menurut

P.&.L Club tidak lermasuk dalan scepe dari CLC 1969 atau the Fund Convention
dan oleh karena itu tidak dapat diterima,
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Demikianlah untuk semenlara waklu pendapal dari principals kami dan meteka sangal
menghatapakan agar dapat bettemu di Jakarta dengan para pejabat dari Kantor Kejaksaan Agung,
yang menangani klaim ini, karena principals kami juga ingin ngar supaya klaim ini dapat
disclesaikan dalam waktu yang singkal.

Olely karena itu maka principals kam mengbarmpkan agar supaya dokumen<Jokuimen pcndukmlg dan
lain-lain bukti dapat diberikan kepada mereka hingpa nicreka dnpal memberi penjelasan sejauh
mana mereka dapat memberi dukungan kepada klaim Pemerinlah Indonesia yang diajukan
berdasarkan CLC 1969,

Demikiaulah ringkasan dari langgapan principals kaubi atas klaim Bapak dan kini kami ulenungg

Jmwaban Bapak untuk segera kami leruskan kepada priucipals kami di London untuk mana kami
ucapkan leriima kasih,

- Hoimal kami, '

X{‘Z/(U,/h =

Soehatio 8.H.
Direktur
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